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bahwy mineral dan hatubara yvang berads di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indenesia merupakan
sumber daya dan kekavaan alam yanp tidak terbarukan
sebapail karatua Tuhan Yang Maha Esa, yang menulik
peran pentng dan memenahi hajal hidop arang banyvak
dikuasa oleh Negara anluk menungang  pembanglinen
nasional yang  berkelenuton  suna mewujudkan
kesejahlcraan dan kemakmuran rakoeat secars
berkeadilan,

bahwa  kegpiatan Ussha perfambangsn nunsral  dan
batubara mempanyat peranan penling dalam memberikan
nilai \ambah sccara nyata bap periumbuban elonom
nasional dan pembanpunan daecrah secara berkelanjulam,
yvang penyelenggaraannya masih terkendala kewcnangan
antara Pemenntah Pusat dan Pemocrintah  Dacrah,
peniznan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak,
data dun informasi pertambzngan, pengoawasan, dan
sunksi, schimgpa ponyclenpgaraan pertambangan minoral
dan batubara kurang berjalan clektif dan belum dapat
membert mla tambah yang cptumal,;

bahwa pengaturan inengenai pertambanian mineral dan
batubara yang seat ini diatue dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertathbangan Mineral dan
Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan,
permasalahan, dan  kebutuhan  hukuam  dalam
penvelenggaraan pertambangan frneral dan batubeara,
sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi
dasar hukum vyang efekuf, efisien, dan komprehensil

dalam penyelenpggaraan  pertambangan mineral  dan
batubara,

tl. hatvan - . .
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d. bahwa berdasarkan poroimbangan schagamana dimalksod

dalam horaf a, haruf b, dan buaraf <, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Notmor 4 Tahun 2006 rentang Perfambangan Mineral dan
Balulsara;

1.  Puspl 20, Pasual 21, duan Pusal 33 avar (2 dan ayat (3G)
IUndane-UIndang Dasar BMHepara Eopublik Indonesia
Tahun 1945;

4. Undang-Undang Momor 4 ‘T'shun 20049 rentang
[*crtambanzan Mincral dan Batubara {Lembaran Mepars
Republik [ndoncsia Tahun 2009 Momor 4, Tambahan

Lembaran Negara Eepublik Indonesin Momar 49559(;

Dengan Persetujpan Bersama

CEWAN PERWAKILAN FAKYAT REFUBLIK INDOMNESLA

can
FEESIDEMN REPFIJRLIK INTWINESTA

MEMUITLISEAN:

UNDANG-UNDANG TENTAMNG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG  NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
FEETARMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1

Beberaps  ketentuan dalam Undane-Lmlang Nomor 4

Tatwan 2009 1entang Perlambangao Minerdal dan Batubarg

[Letnbaran Megara Eepublik Tndemesia Tahun 2009 Nomor 4

Tarmbahan Lembaran Negars Bepubhk Indonesia Nomor 4555)

ditihah seteagedt benkur:

1. Kerenluan Pasal 1 anpha || angha 6, angles 1T, anpgka |1
argoka 20, anghka 21, anegka 31, angka 34, angka 30, dan
angka 47 dmabah, angka B, anghka 9, anpka 12, dan
angka 13 dihapus, di antara angka & dan angka 7
disisipkan 3 [uga) angka. vakn angka Sa, angka 6b, dan
angka Be, di antara angka 13 dan angka 14 disssipkan 4
[cmpat) angka, yako angka 13a, anpla 13k, angka 130, dan
angka 13d, di antara angka 14 dan angka L5, disisipkan 1
(wutuw] angka, v¥akni angka 14a, d: antara angka 20 dan
angka 21 dissipkan 2 jdua) angka, yvaknl angka 2Ua dan

dreeka . ..
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angka X0ty di antara anghka 23 dan angka 24 disisipkan 1
(satu] angka, vakni anpka 234, di antara angka 28 dan
anpka 29, disisipkun 1 {salud angka, vakni anghka 284, dan
di antara angka 353 dan angka 36 dizisipkan 1 [satu) anegks,
vakni angka A3a, sehingga berbunyi scbagai beribout:

Pasal ]

Dalam Undanp-Undang ini yang dimaksod denpan:

1.

a1

2=

Fertambangan adalah sebagian alau selurubh tahapan
kegiatan dalamn rangka, pengelolaan dan pengusahaan
truncral atau batubara vang melipati penyelidikan
arowim,  eksplorast,  swudl kelayakan,  konsiruksi,
penambangan, pengolaban don/atau pomummian slsu
pengembangan danyatau pemanfaatan, pengangkuian
flan penjualan, serta kegiatzn pascatambang

Mineral adalah senyvawn anorganik yang terbeniuk
i alam, yaog memiliki sifat fisik dan kimia tertenon
seThd sUsUnan Kristal teratuar atau gabungantya vang
membeniuk batuen, baik dalam bentak lepas atau
jpiitslTH

Batutbwra adalah endapan senyawa orgamk karbonan
rang  ferhenoak SELTUTD alarmahy dari =158
tumbub-tumbuhan.

Pertambangan BMineral  adatah Pertambangan
kompulan BMineral yang berupa bijih atau batuan, Jdi
luar panas buri, minvak dan gas bumi, serta air
tanaty.

Pertambangan  Bawbara  adalah  Pertambangan
endapan karbon yang terdapat di dalam  bumi,
Lepmasuk atumen padar, gambur, dan batuan aspal.

Usaha Pertambangan adalabh keglatan dalam rangks
penguzahaan Mineral atau Batubara vang mreliputi
tahapan kegiatan penyehdikan umum, elsplorasi,
sids kelavakan, konstrulksl, penambangan,
pengalahan dan/fatau pemurnian arau pengembanpan
dan fatau pemanfaatan, pengangkuatan dan penjualan,
SETEH pascalamlikng.

Kontrak Karva yvang selanjutnva disebut KK adalah
perjanjian antara pemerintab dengan perusahaan
berbadan  hukum  lndoncsia  untuk  melakukan
repgiatan Usaha Pertambangan Mineral.

&l Pocrjangian . . .
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Ferjaniian Karva  Pengusahaan Pcrtambangan
Batubara vyang sclamputnya dizebot PKP2B adalah
perjanjian antara pemerintah dengan  perusahaan
berbadan hukum [Indonesis antuk melalukan
keeilan Usaha Periambangan Batubeara,

Pernzman Berusaha adalah legalitazs vang dibenkan
kepada  polakuo usaha untuk memualal dan
menjalankan usaha dan/atau kegiarannya.

Izin Usaha Pertambangan, yvang selanjutnya disebut
IUP.  adalah  zin unmk melaksanakan  Usaha
Fertambangan.

Dihapus.
Dihapis.

IZin Pertambpangan Balyar, vangd selamumya disebot
IPE, acdelah  imm untuk melakzsanakan Usaha
Portambangan dalam wilaveh pertambangan rakyar
dengan luas wilayah dan investas! rerbatas,

Izin Uzaha Pertambangan Khuosds, vanpg sglamutnya
flisebut  denpan  [UPE, arlalan 17N untuk
melaksanaksn Usaha Portambangan o wildvah izim
usaha perlambmEngan khosos,

Dihapus.
Dihapus

Surat 1zin Penambangan Batuan, yang selamunya
discbut BIPB, adalah izion vang cdiberikan unlok
melaksanakan kepiaran Usabim Pertambangan batoan
Jems tertentu arad untuk keparitan lerienll.

IUFPK selagar Kelanpwtan Operast Koolrak Peoangiac
atkalah  izin usaba o vang  diherikan sehbagni
perpanjangan selelah selesainya pelaksanaan Kontrak
Karva  alay Prrjanjian karva Pengusabman
Fertambangan Batibara,

lzin Pengangkutan doan Poojualan adalah zin usaha
yang diberikan kepada perusabhaan untuk membeli,
menganghkut, dan menjual komoditas rambang Mineral
atau Batubara.

T3l Teoim
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Izin Usaha Jasa Pertombangan, vang selanjutnya
dizebur  1UJP, adalah izin vang dibcrikan antuk
melakukan keglatan usaha jasa pertambangan inti
vang berkaitan dengan fahapan denfatau bagan
kegiatan Tsaha Peclambangan.

Parelichikan U adalah rabhapan kepiatan
Perlambangan  unluk rmengetalul Kondisi o geolog
regional dan indikast adanya minecalisast,

Penveldikan duan Penelinan adalah kepatan untuk
mengetahul kondist goologl umum, data indikeoasi,
polenst sumber dava dan/atau cadangan Mineral
dandrEu Batubara,

Eksplorast  adalah tahapan  keglakan Lo sz ba
Pertambangan untuk meomperolch informas)  secara
terporingt dan telinn tentang lokas:, benluk, dimenst,
seharan, kualitas dan =sumber dava terukur doard
bahan galian, scrta informasi mengenal lingkungan
sosial dan lingkungan hidup.

Stuadi Kelayvakan adalab tabhapan keglatan Usaha
Pertambangan uniuk memperoleh informast secara
e selurub aspek yang berleaiimn unlok mensotukan
kelavakan ekonomiy dan wkenis Usahy Pertambrangan,
termasuk analisis mengenal dampak linghunean serts
PLTCOCANAATL pastatambang,

Operasi Produksy adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan Vang meliputi konstruksi,
pernambangan, peneclabhan dan/atan permuarnian atag
pengambangan  dan/atau  pemanfaatan,  rermasuk
pengangkutan dan pemjualan, serta sarana
pengendalan dampak lingkungan sesuat dengan basil
shadi kelavakan.

Konstruksi adalah  keglatan  Usaha Pertambangan
unruk rmelakukan pembangunan  =eluruh {asilitas
operasl produksl, termasux pengendalbian dampak
linpkunpan.

Fenambuangan wsdalah kepratan uniuk memprodobest
bMimeral dan/atay Batubara ran Mineral tkataninys,

20, Pengolahan ...
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Pergnlahan adalabh upaya  meningkatkan  mutn
komoditas  lambang Miceral uniuk  menghasilkan
produk denpan sifal sk dan kimis yang tdak herabiah
dart sifat komeditas rambanp asal untuk dilakukan
pemurnian atau menjadi bahan baku industri,

. Pemurnian adalah upaya wntuk meninpkatkan mut

komoditas tambang Mmeral melaha proscs sk
maupun kirwa scrta proscs poningkatan kemurnian
lebih lnjut untuk menghasilkan produk dengan sifat
{izik dan kimia yang berbeda dan komoditas wmbang
asal sampal dengan produk logam schagal bahan bakuw
Lndusiri.

Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya
unruk memnngkatkan matu Batubara dengan atauw
lanpa mengubah sifat sik aray kirma Batubara asal.

Fengangkutan adalah kcgiatan Usaha Pertambangan
untuk memindahkan Minerai danfatau Batubara dan
daerah  tambang danfatan  tempat  Pongolahan
dan fatau Femurman zampat tempat penverahan.

Penjualan  adalab kegiatan Usaha Portambongan
untuk  trergual hasil Pertambangan Mioeral  atao
Rarubara.

Endan Usaha adalah sctiap badan hubkum  yang
bereerak di bidang Pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudubkan
dalam wilayah Negara kesatuan Ropublik Indonesia,

Badan Usaha Milik Negara, vang selanjulnya discbut
BUMMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang
Pertarnbangan sesual dengan kerentuan peraturan
perundang-undangan.

Jasa Pertambangan adalah jasa penurjang yang
berkaitan dengan kegtatan Usaha Pertambangan.

Analtsiz  Mengenai  Dampak  Lingkungan,  yang
selanjunya disebut amdal, adalah kajian mengenai
dampak besar dan penring sarng saha danfarag
kepiatan vang direncanakan pada lingkungan hidup
vang diperiukan hagi protses pengamiilan kepubosan
tentang penvelengparasan usaha oo alan begatan.

26, Helklamast . ..
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Relklamaszl adalah kegatan vang dilakulkan scpanjang
lahapan  Wsaha  Perrambangan ootk menata,
rmemmuhhbkan, dan mempechaiki koahtas lingkongan
dan chosiitem agar dapal berlungst kemball sesiae
peruniukannye,

Kepiatan  Pascatambang, vang selappatnya diselaon
Pasratambang, adalah keglatan terencans, sislemalis,
dan berlanyul setelab sebagian atau selurah keglatan
Wsahs  Pertambangan  untuk memuhbhkan  [ungs
lingkungar alam dan fungs! sosial menunt kondis
lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Pembordayvaan Masyvarakat adalah  usaha  unluk
menwgkatkan kemampuan masyarakat, batk secara
indivadual maupun koleled!, agar nicnjadi lebih baak
tingkat kehidupannya.

Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang
darat, ruang laut, wrmasuk ruang dalam bumi sebapgai
satu kesatuan wilayah yakni kepulanan Indonesia,
tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

Wilavah Pertambangan, yang aelanjutnva disebut W,
adalah wilavah yang memiliki  potensi Mineral
dan fatan Batubara dan bdak terikat denpan batazan
administrast pemerintahan vang merupakan bagian
dari rata mang nasimal.

Wilayalb: Uaasha  Pertambangan, vang selanjutove
diseliar WUP, adalah bagian dari WP yvang telah
memidiki kerersediaan data,  porens,  danfartaa
frrrmasi penlop.

Wilayah [zin Usaha Pertambangan. vang sclanjutnva
dizebur WIUR, adalah wilavah yang dilerikan kepada
pemegang [UP atau pemepang BIFB.

Wilayaty Pertambangan Rakvat, vang aelagutnva
disebir WPR, adalah bapian dari WP tempat
dilakukan kepiatan Usaha Pertambangan raloeat.

Wilayah Pencadangan  Negara, wvang  selanjutova
dischut WIN, adalah bagian dan WP vang dicadangkan
untuk kcpentingan strategis nasional.

A4, Wilavah . .
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Wilayah  Usaha  Pertambangan Khusus,  yang
selanjulnys disebol WUPR, adalah wilayvah vang Llelab
memilikl ketersediaan data,  potens,  danfataa
informasl geolegt vang dapat dmsahakan untuk
kepentingan srategis nasivnal,

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus dalam
WUPK, sang sclanjutna  discbuar WILTK, adalah

wilzvalh vang diberikan kepada pemegang 0P

CBelap Orang adalab nrang  perseorangdan #2ldd

korporasi, baik vang herbadan huakum maapun vang
tidak berbadan hukum,

Pemenniah Pusal adalah Presiden REepublik Indonesia
¥ang memegang kokuasaan pomerintaban nogara
Hepublik [ndonesia vang dibanow elch Wakal residen
dan Menteri sebapganmana dimaksud dalam Undang-
Undanp Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Dacrah adalah kepmla deerah acbapal
unsur peEnyelengeara pemerinlanan darrabh vang
memimpin pelaksanddn drusan pemerintdhan vang
menjadl kewenangan dacrah ownom

Menweri  adalah  menteri yang  menvelenggarakan

urusan pemerintahan di dang Pertambangan Mineral
dan Batubara.

Ketantuan Pasal 4 dinbah sehingpa berbunyi 2ebapa)
berikut.

{.]

129

13

Pasgal 4

hMineral dan Batubara sebagal sumber dava alam yang
tak terbarukan  merupakan  kekayssn  nasional
dikuaszal  oleh nepara untuk  sebosar beosar
kesejahteraan rakyai.

Fengussaan  Mineral dan Batubara olch negara
sehagaimana dimaksud poda avat (1) disclenggarakan
oleh Pemerintah Pusal sesua dengan ketentuoan
Undang-Lindang ind,

Fenguasoan zebmpgaimans dimakswd pada ayvat {2
dilaksanakan melalor fongsn kelijakan, penpgaluran,
pengumisan, pengelolaan, dan pengawssan.

3. ketentuan - ..
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3. keteptuan Mazal 5 diubah schingga berbunyt  sebapa
berikut:

11]

[2]

[

Pasal 5

Untuk kepentingan nasional, Pemernintal Pasar sctelah
berkonsulrasi dengan  Dewan  Peraskilan  Hakyat
Repulblik Indonesia menetapkan kebjakan nasional
pengulamaan Mineral daniatau  Batubara untuk
kepentingan dalam negeri.

Untuk melaksanakan kepentingan nasionil
sebapaimana dimaksoud pada avat 1), Pemcrintah
Pusar mempunyvar kewenangan untuk menetaplan
Jumilab procdakst, Penjualan, dan hacga Mineral logam,
Mineral bukan lagam jenis terfentu, atay Batubara.

kctentuan lebih lanjut mengcnal pengutamasn sinstal
danfatau Batubara uontuk  kepontinean nasional
sebagaimana dimaksud pada avat {1] dan penctapan
jumlab prodduksn, Penjualan, sorta harpa Mineral
logeagn,  Manecal bokan logam jens (ecientu,  atau
Balubary selagamana dimaksud pads ayar (2 datur
denpdan alau berdasarkan Peraluran Pemerintab.

4. Kerentuan avar (L Pasal 6 diubabh sehingga Paszal 6
herbuoyn sebagal herloat:

{1

I*azal &

Pemerimtab Posar dalam pangelolaan Pertambangan

Mineral dan Dalubara, berwenang:

a. menetapkan rencans penpelolaan Mineral «an
Eatubara nasional;

b menerapkan kebiakan Miocral dan Batubara
nasional;

. mecnctapkan poraturan porundang-undangan;

d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan
kreteTia;

e. melakukan Penvehdikan dary Penelitian
Pertambangan pada seiurub Wilavah Hukom
Pertarmbangan,

. meneapkan WP sctelah ditentukan oleh
Pemerintah  Laerah  provinsr  sesun dengan
kewenanganinya dan oocrkonsultas: dengan Dewan
Prrwakilan FEakvat Eepublik Indonesia;

B, menetapkan WIUE Mincral logam dan WIUP
Batubars;

h. reneraphan ...
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mcictapkan WiUP Mincral bukan logam dan WILFP
batuaty;

renerapnkan WIDFK,

melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
menerbnkan Perinnan Berusaha;

melakikan permbinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan WUsaha  Pertambangan
Mineral dan Batubara yang dilakukan  oleh
pemersang Perxinan Bemusaha;

menelapkan kebipakan  peduks, pemasacan,
premanfaatan, ran konsaregs;

mcnctapkan kchijakan kera suma, kemilraan, dan
Femberdavaan Masvarakiat;

melakukan peneclolaan dan Pene AN
penerimaan negara bukan pajak dan hasil Dsaha
Pertambangan Mineral dan Batabara,

rmedakukan penpelolaan  ntermamy geologl,
mmormast potensi sumber  daya Mineral dan
Batubara, serla informas Pertambangan,
melakukan pembinaon dan penpawasan lerhaoap
Recklamasi dan Pascatambang;

melakukan pcnyuasunan neraca sumber  davs
Mineral dan Batubara tingkat nasional;
mclakukan pengembangan dan poningkatan nulai
tambah kcpiatan Usaha Pertambangan;
melakukan  peningkatan  kemampuan sparatur
Pernerintah Pusat dan Pemerintah Dacraly provinst
dalam  penyelengparaan  pengelolaan Usaha
Pertatnbangan.

menelophan harga patokan Mineral logam, bMinaeal
bukan lopam jenis terlenty, Mineral radieaknt, dan
Batubara;

melakukan pengelolaan inspekiur tambang; dan

. melakukan  penpelolaan pee | abat peEngawas

Pertambangan,

kewecnangan FPcmerintah Pusat sehagaimand
dimaksud pada ayat [1) dilaksanakan secsual dengan
ketontuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusal menstaphkan batasan nddal iorestas]
alay Jumlab persentase kKepemilikan saham badan
wsshe penandmen moddl asineg vang bergerak di
hidang Pertambangan.

5. Ketentuan . ..
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2, Kelentuan Pasal 7 ditiaps.

3, heotentuan Pasal 8 dibapus,

=~

Ch antara BAE 1V dan BAR Y disisipkan 1 (satu] bab, vakni

BAR IVA schingea berbuny: schagan bonkut:

BAB IVA

RENCANA FENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

E. Dvantara Pagal B dan Pasal 9 dizisipkan 2 idua) pasal, vakm
Pasal 84 dan Pasal 8B sehinpga berhunyi sehagai herikut:

(1}

[2)

K No 034370 A

Pasal 83

Mcntern menetapkan rencana pengelolaan bMineral dan
Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah,
menveluruh, transparan, dan akuntalbel.

Fencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional
sebagaimana dimmaksud pada avat (1) disusan dengan
mempertimbangkan:

a. dava dukung sikmber dava alam dan lingkongaen
rmenurul ata dan minemast peospasial dasar dan
(ermalik;

. pelestacian Iingloungan dup;

rencana tata mane wilavah dan/atsg rencans

ZONAasl;

el perkembangan ilmu penepetahuan dan teknolog:

tingkat pertumbuhan ckonomi;

prioctas pembenan komodites tarabang,

jurnlah dan luas WP,

keterserliaan lahan Pertambangan;

pumlah sumber dava dan/atau cadangan Mineral

AlAu Detubmrg; dan

1- kelersechasn Sarans dan prasacana.

b

Tl

Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara oasional
sebagaimana dirmaksud pada avar (1) harus
disesuaikan dengan:

a. rencana pembangunan nasional; dan

b. rcncana pembanganan daerah.

(<) Hencang ...
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Fencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional
sebagaitnana  dirmaksed  pade ayvat (1) digunakan
selxagal pedoman dalam penyelenggaraan pengelelaan
Mireeral dan Bamglara,

[Pasal 2B

Fencana prngslolaan Mimoera!l dan Batubama nasional
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 8A pahng sedikil
memitial o straleg dan kebyakan di bidang
Pemambangdan Mineral dan Batulrara

Fencana pengelolasan Minsral dan Batubars nasional
schapaimana dimaksud dalam Pasal 234 waib
diintcgrasikan decngan rencana pembangunan jangka
panjang dan rencana pembanpunan jangka menengah
nasional.

Rencana pengelolasn Miners] dan Batobara nasional
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditctapkan
uniuk janpgka waktu 3 (limal tahun dan dapat ditingau
kembal 1 [satu) kali dalam 5 {haoea] tahun.

Kerentuan Pasal 9 dmbah sehingga berbuny =ebagau
berilout:

i

(2]

Paanl 9

WP sebagal bagian dart Wilavah Tiakum Penambangan
rerupakan landasan hag penerapan kegiamn Tlsaba
Perlambangarn.

WP sebapaimana dimaksad pada ayat (1) dicetapkan
oleh  Femennoah  Pusap sctelah ditentukan  eleh
Pemerintah . Dacrah prowvinst scsual dengan
kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan
Pervralkalan Hakyat Republile Indonesia.

Ketenruan Pasal 10 diubal sehingga berbianyl zebagai
berikut-

1]

Pasal 10

Penctapan W scbapaimana dimakeud dalam Paszal 9
avial {] teodin dias:

a. WUR;

. WPR;

c. WPM; dan
. WHEPR.

(2] Penetapan . ..
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{2] Penctapan WI' scbagaimana dunaksod dalam [Pasal 9
ayat [2] dilaksanakan:

M. Secara transparan, partisipatil, dan bertanggung
jawalb;

b. secara terpadu dengsn mengaca pada pendapac
dam  nstansi  pemerintah  terkait, masvarakat
terdarnpak, dan dengan mempertimbangkan aspek
eknlopl, ekonami, hak asasi manusa, dan sosial
baodaya, serta bereaweasan linglunpgan, dan

¢, dengan memperhatikan aspirast dacrah.

Ketentuan Paszal 11 diubah schingea berbunyi scbagse
ekt

Pasal !l

Mentern melakukan Penyelidikan dan Penelittan alam
rangka ponviapan W

kewcntuan Pasal 13 dihapus.
Eetentuan Paaal 14 dihapus.

D antara Pasal |3 dan Pasal 13 disisiphkan 1 (satu)] pasal,
rabm Pasal 144 achinges berbunyi scbagat honikoud:

Pa=al 144

Wilayah dalam WP yang dapat direntukan sebaga: WUP

harus memenuhi khteria:

a. memiliki sebaran  formasi batuan pembawa,  data
imehikasi, dara sumber daya, danfatan data cadangan
Mineral dan/alan Batutears;

b memuikt 1 (saos) atau letbah genis Mineral termasalk
Mincral ikutannvra dan/fataun Barubara;

c. tdak tumpang tindih dengon WPR, WFPN, dan/atan
WP

d mcrupakan wilaysah vang dapat dimanizatkan untuk
kegivtan Perramboangan sccara berkelanjutan;

¢. mcrupakan cks wilayah [UI* yanp telah berakhir acan
dicabur; dan/atag

[. merupakan wilwyah hasil ponciutan ataan pengombalian
wilayah [OP,

Ketentuan Fasal 15 dihapus.

e Releniuan . .
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16 Kerentuan Pasal 17 diukah sehingpga berbunyi schbagar
lerikat:

17.

i1

(2]

{2]

(3

Pasal 17

Luas dan batas WILP bineral Legam dan WILF
Batubara ditctapkan oleh Menlen selslah ditenrabkan
olch pubernur.

Luas dan batas WIUP bMineral logam dan WILF
Botubara yang berada pada wilayah laul diteraploan
alell Menteri setelah berkoordinast denean inslansi
rerkant.

Peoctapan hans dan batas WIOP Mineral lopam dan

WIUP Batubara sebagaimanas dimalisud paca ayat {1]

dan ayat (2}, harus memendhi kritera:

a. terdapat data sumber daya Minernd logam atau
Batubary; dan/atan

b. terdapat data cadangan bineral logam  atau
Batubara.

Selaim kriteria scbapaimana dimaksud pada ayat ()
Menteri menetapkan WIUP Mmeral logam dan WilP
Batubara berdasarkan pertimbangan:

a. ketahanan cadangan;

l. kemarmpuan produksi nasional; dan/atan

¢, pemendhan keburthan dalam negeri

Cralam hal WIUP Mineral lugam dan WIUP Batubara
lelab diletapkan oleh bMenter, pemanfaatan potensi
sumber dava alam  vang terdapal di dalamrva
diprioritaskan untuk kegiaian Ussha Pertambanpan.

Oi antara Pasal 17 dan Pasal 18 disspkan 2 {dua) pasal,
vakni Pazal 17A dan Pasal 17TB sehingga berbunyi sebagal
beerikur:

(1l

Pazal 17A

Fenctapan WILFP Mineral logam dan WIUL* Baruebara
schagaimana dimaksued dalam Pasal 17 dilakukan
sctelah memenuhi kriteria pemantaitan ruang dan
kawasan untuk kematan Uisaha Pertambanpgan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangac.

{#] Pemerintah . . .
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Femerintah Fusal dan Poemernnolah Dacrab menjamin
tidak ada peribmhan pemanlaatan roang dan kawasan
sebagaimana dirnaksud pada wvar (1) pads WILP
Mineral logam dan WIUP Batubsrs  yang  telah
cilenapikan.

Pemerintalh Pusal dan Pemmerintah Daesrah menjaimin
penerbitan  perizinan lain yang diperlukan  dalam
rangka pelaksanaan kepotan Usahe Pertarobangan
pada WIUPE Mineral Tengam dan WILP Halubkes yang
telan dieapkan sepanjang 1elah . memenuhi
persyvardlan  sesudl  dengan  ketcntuan  peraturan
perundanp-undangan.

Pazal 171

Mentenn dapuat membenkan ponugasan kepoada
lembapga nisct nceara, BUMMN, badan uwsaha milik
daerah, atauw  Badian  Usabs untok melakukan
Fenyendikan dan Penclinian dalam rangks penyviapan
WIOP Mincral logam dan WIUP Batubara.

Latas dan batas  wilavabh peouegasan  sebuapdimnana
dirmabesud padas avat (U ditelapkan olel Menlen,

ELUIMM, badan usaha milik dacrah, atau Badan Usaha
vang mendapatkan pcnugasan scbapaimana dunaksud
pada avat (1] dan wilayah penogasannya diectapkan
zebagay WIUP Mineral logam dan WIDP Batubara,
tnendapatkan hak menvamai penawaran dalam lelang
WILIP Mineral Tpeam clan WILP Balutuars.

kerentiaan lelnh lanpll . menpenal . pemberiEan
petiugasan oleh Mentern sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Femenintah.

Keteninan Pasal 18 dighah sehinggs berbunyn sebapad
Breridouac:

1]

Pasal 17

Fenelapan haes den batas WIUP Mincral logam dan

WILP  Barulmra  sebapaimana dimaksoad dalam

Pazal 7 Rhuargs memperbimbangkan:

A rencand pengelolwn Mincral dan Batubara
NESINE];

b, ketersediaan  data sumber  dava danjatan
cadangan Mincral atau Batubara:, dan

. status kawasan.

(2] Dala . .
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Dala sumbwer dava dan/arau cadangan Mincral atan
Barubara schagaimana dimaksud pada ayac |1}
huruf b berasal darn-

a. hasit keplatan Penyclidikan dan Penclivan vang
dilakukan olch Menteri:

b, haszit evaluas) terhadap WIUP Mineral logam atau
WIUP Barubara yang dikembalikan atay diciatkan
et pemegang IUP; dan fatat

. hesil evaluas terhadap WIUP Mineral logam atzay
WILTP Dalubara vang [UP berakhic ataw dicatnd.

1%, Ketentuan Pagal 20 cihapas,

2103,

21.

Ketentuan Pasal 22 didhah sehinpes berbuunyt  selmpa)
berilkuat;

Pasal 22

Wilayah dalam WP vang dapat ditentukan sebapai WPR
hatus memenubu kntena:

a.

b.

mempunyan cadangan hMineral selunder yaong terdapat
di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
mempunyar cadangan peitner Mineral lopam dengan
kedalamman maksimal 100 (seratys) meter;

erndapan eras, darAaran banjiv, dan epdapan suogan
prarha;

lnas maksimal WPER adalah 100 {scratus| heltare;
menvebutkan jenis komoditas yang akan ditambang,
dan/atan

mcmenuly kriteria pemanfaatan roang dan kawasan
nntuk kKegiatan Usaha Perrambangan sesoan dengan
katentuahn peraturan perutdaoe-undangan.

i antars Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 [satu) pasal.
vakni Paxal 228 sehingpa berbunyi sehagal berikuat:

Fasal 224

Pemerintah Pusat dan Pemenniah Dacrah menjamin tidak
ada perubahan pemaniaaian ruang dan kawasan pada WPR
vang telah ditetapkan.

22 hetentilan . ..
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brlentuan Pasal 27 ayat [1] dan avar (23] dihapus, avat [2)
idan ayal (4] diubah sehingga Pasal 27 herbunvi sebapai
beriloa:

Pasal 27

[1] Dihapus.

(2] WPN dapat diusahakan scbagian atau seluorch luas
wilayahnva dengan perzetujuan Dewan Perazkilan
Ralvat Republik Indonesia.

[4] Thhapus.

(4] WPN wang diusahakan sebapaimana dimalisod padda
avat [2} berubmh statusnyva meaenjadi WUPK.

0 antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisiplan | {=alg) pasal,
velni Pasal 27A schingga berbuanyg sehagan benkat:

Paral 274

Wilayah dalarm WP vang dapal ditetapkan sebapal WEN

Bamis memenuhl kntere,

a. mecmilikl formast batuan pembawa Mincral lopam
dan/atau Balubars berdasarkan peta alau data geolog;

b. memibky sumber dava danfatau cadanpan Mineral
lngarn dan/atau Batubara;

. untuk keperluan komnservast Mineral ogam dan/acau
Fatubara; danfatan

d. untuk keperluan kEonscrvast dalam rangka mconjaga
keseimbangan ckosistem dan hnghungan.

Ketentuan Pazal 28 diubsh schingga berbunyi sebagal
berikud:

Masal 28

(1l Pernibahan siatus WEN sebapaimana cimakesud dalam
Pasal 27 ayat [d] dan avat () menjadi WUFK dapat
dilakukan denpan mempertimmbangkan:

m pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam
1egeTi;

b. sumber devisa nepacs,

c. potensl  wntuk dikembwogkan  sebapal pussad
pertumbuban ekgnam;

d. perubahan . ..
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. porababan sotus kawasan, dangdatan
g, pEngInAan lelencdogl ningpl dean modal invesias
YAENRg hesar.

Wilavah  yong  dapal  ditelapkan menjach WLUPK

sebapaimand dimaksud pada avatl [1] dapal berosal

chari:

a. cks WILUP yang berdasarkan cvaluast Monten perha
dilctapkan menjadi WUPK; atau

b. eks WIUFK, wilavah Kk, atau PKF2B vang
Berdasarkan cvaluasi Menteri perlu ditetaploan
kembali menjadi WP

Di anlara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan | (satu)] pasal,
yvalinl Poasal 314 sehinges berbunst sebagal beriou;

(1)

]

{2

Pasal 314

Panetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pazal 31 dilakukan screlab remenuhi kreiceria

a. pemanfaatan ruang dan Kawazan uncek kegiatan
Usaha Pertambangan zesual dengan ketentuan
peraturan porundang undanga;

b  kelahanan cadangan;

e Kemmarmpuan poodukst nasinnael; danfalan

d pemenuhan kebutuhan dalam nogern.

Femerintah Pusat dan Pemerimiah Dacrah monjamin
tidak ada perubahan pemantastan ruang dan kawasan
pada WIUPK vyang telah ditctapkan sebapaimana
dirnaksud pada ayat (1),

Hemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
penerbitan  perizinan lain yvang diperlukan  dalam
rangka pelaksanaan kepiatan Usaha Pertambangan
pada WIUFK vang telah ditetapkan sepanjang relah
memenuhi  persyacatan  sesgal dengan keentuan
peraturan pecundang-undangan.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehinppa berbunyi sebagai
berikut.

{1]

Fazal 35

Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan
FPecnzman Berasaha dan Pemernintah Pusarc,

{2] Penzinan . . .
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Pcozinan Berusoha schogaimana dimaksud poda
avat [1] dilaksanakan melalo emberian:

a. nomor induk berusaha:

b. scrtifilkkat standar: dan/atau

o, dzine

lzsn sebagannana dunaksud pada avat [2) burnf c
terdiri aras:

a. [OF

h. TUPK;

o, TUPK sebragl Kelanjutan Coetasi
hontrakf Perjanpian;

d. IPR;

e, ZIFE:

[, lein perapasan;

g. Lein Penganpluran dan Penjualarn,
h. [UJP:; dan

i [UP untul Peryualan.

Pemerintah Pusal dapal mendelegasikan kewenangan
pemberian Perizinan Beruzaha sebagaimana dimaksud
pada ayat [2| kepada Pemerintah Daerah provins:
HERLAT denpan karantizan peratiran
prrundang-undanean.

Ketentuan Pasal 39 diubah schingga berbunyl schaps
berikut:

i

1]

Pasal 36

[UFP terdir atas dua rahap kegiatan:

a. Eksplorasm sang melipats kegiatan Peoyelidikan
Umum, Eksplioras, dan Stadi Kelavakan; dan

b Operasii Poodoukst yaog melinun Repiaran
Konstruksl, Paoambangan, Pengolahan danfalea
Permarmiin AlHL Peripemilingan dan falau
Permanfaatan, serta Penganghkuan dan Penjualan.

Pornegang [UP dapat raelakukan sebagan atau scelural
kegialan Usaha Pertambangao selwpainana dimaksod
pada ayar (1] sesvai deongan Kerenfuan  peratyran
perunlang- unolangan.

28. D1 antars . .
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O antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 {satu) pasal,
vakoni Pasal 304 sehingpa herbuny sebagai herikot:

FPasal 364

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang
[LUP atau TUFK tahap kegialann Operasi Produkst wapb
rnelakuken Kepiatan Eksplorasi lanjutan setiap talan dan
menyediakan anegaran-

Keteniuan Pasal 37 dihapus.

Ketenluan haral o Pasal 28 dgbahl sehingga Pasal 3
berhuny sebagal berilut;

Pasal 35K

ILF diberilcan kepada:

a. Badan Usabha,

li. knperasi; atau

[, perisaliaan persenrangan.

Ketentuan Pasal 39 diobah sehingga berbunyl sebagan
Lierikll:

Pasal 3%

[UF sebaparmana diunmaksad dalam Pasgal 36 avat (1) paling

sedifat rmermuat:

d, prohl peousshaan:

B lokast can huaas wilayrah;

T, jenls komoditas vang dinsahakan;

d  kewapban moncmpatkan . jJamiman . kesungguhan

Eksplrrasi:

modal kenja;

jangka wakiu berlakunya [UF;

hak dan kewajiban pemegang 1001;

pcrpanjangan LT

kEewaiban peovelesainn hak atas tanah;

kewsjiban membaywr pendapaian negara dan

pondapatan dactah, termasuk kewajban  iuran tetap

dan jaran produksi;

k. kewajiban melaksanakan Heklatnas fdan

Pascatambang,

kewajiban memyasun dokomen lingkungan; Jan

trn. Kewajiban melaksanaloan pengermbangan dan
pemberdayaan masvarakal di sekitar WUP,

s o I

—

A2 Ketentulan - ..
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A2, Ketentuan Pasal 40 diobab sehingpa DeeBooyi  selapgan
berikul:

33.

{1)

{<]

(3]

[4)

(Sl

(Ex}

(7]

(&)

Pasal 40

[P schbagaimana dimaksud dalam IMasal 39 ayvat (1]
dibenkan untuk 1 {satu) jeiis Mineral atag Balubara,

Femepang LUF sebagaimana dunaksud pada avat {1)
dapar memiliki lebib dari 1 {zatu) IUP danfarau IUDK.

Ketenluan sebapdimans dimaksod pads ayal (2) banyva

berlaku bagi:

a. WP danfataw IWPK vang dimiiki oleh BUMN, atau

b, 1JF wuntuk keomoditas Wineral bokan  Jlogam
dan/fatau batuarn.

FPemcgang IUT vang mencomukan komoditas tambang
lain di dalum WIUEP yang dikelela dibenkan prionilas
untuk menguzahakannya.

Pemegang IUP wvang bormaksud mengusahaban
kiotnoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada
avaft {4, harus mengajukan permchonan IUP bara
kependa bMenten.

Pemnegang 1UP scbhagaimana dimaksud pada ayat (4
dapat menyatakan fidak bermninat Ltk
mengusahakan  komeditas tambang i yane
nitermukan terselur.

IR untuk kemoditas  lambang  lain sebagaimana
dimaksud pada ayvat &) dapar dibenkan kepeda mbak
lain eleh Menten.

Ketenruan lebih lanjut mengenar kriteria kepemilikan
lebih dari 1 {zatu] U dan pcmberian priontas
pengusahaan komoditas tambang lain diatgr dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintat.

otentuan [asal 42 diubalh schingea Masal 42 berbuny
sebagai berikut:

Pasal 12

Jangha weabmin Kegiatan Khesplorasi sehagamans dommakisied

dalam Pasal 36 aval (1} hurnail a dibenkan selama:
d. 8 (delapan) Ehao uetuk Pertamlsgean Mineral logam;

b, 3 {tiga) .



ZK Mo 036381 A

A4

a35.
g6,
ar.
G

L

FPRESIDEM
REPUBLIK 'MNDOMNESIA

- 23

G [tiEa) tahun uniuk Pertambanpan Mineral baokan
logam;

7 [tujuh| tahun untuk Pertambangan Mincral bukan
lopam jenis tertentu;

3 [tigap tahun untuk Pertambangan batuon; atau

7 [taiuh) tahun untuk Pertarmbangan Batubara.

[ antars Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 {satu] pasal,
vakni Pazal 424 sehingga berbunyi sebagal benkut:

11]

[

Pusal 424

Jangka wakiu  kegialan  Eksplorasi  sebwgaimana
dimaksud dalam Pasal 42 hural a dan burul @ dapat
diberthan perpanjangan selama | (=l tahun setiap
kali perpanjangan selelah memenuhl persyaralan,

Kerentuan  Iehih lanial menpenal pemberian
pocrpanjangan  jJangka  waktu  RKegialan  Elksploras
scbhapaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pcmerintah,

Ketentuan Pasal 43 dihapus.

kKetentuan Pasal 44 dihapus.

Ketentuan Pasal 45 dihapus.

Kerentuan Pasal 46 dinbah sehingga Pasal 46 berbunyi
aelwagnl herilut:

[l

(2}

(3]

Pasal 46

Pemegang IR vang telah menyelesalkan Repatan
Bhsploras  dijanun wntul dapatl melakukan kegiatan
Cperas] Prodolest sebapa) Kelanjutan kegialan dusaba
perrtambaneanoya.

Pemmegang TUP sebelurn melakulkan keglatan Ooecass
Privfuksr sebagaimana dirnaksud pads aval (1 wagb
memen b AT TN adminisicalid, 1efinis,
hingk ungan, dan Inansial.

Ketentuan lebill lanur mengenal persyaratan untuk
melakukan keglatan Opcrasi Produkse diatur lebih
laryur dengan Peraturan Permerintah.

39, Kowocntuan ...
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9. ketentuan Fazal 47 divbhah sehingga berlnnys  sebagan
Berilat

Aaa] 47

Jangks waktu kegiatan Operasi Produksi scbhagannana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat [1] hurm! b dibenikan dengan
kotontuan:

.

untuk Paratmbangan Mineral lngam paling 1lama 20 jua
puluh] tabun darc dijamin memperaleh parpanjangan 2
fdua) kali masing-masing 1O {sepulubl tahun setelah
memetilhl peesyardlan sesudl dengan kelentidan
peraturan perundang-uncangan.

unmak Perrambangan Mmeral bakan logam  paling
larna 100 fsepulub] labun dan dijamin mempernleh
perpamangan 2 [daal kall masing-masing S (lima)y tahun
setelah memuenuhl persyaratan sesudl | dengan
kaleniuan perdlurdan perundsang-undangan.,

uniuk  Pertambasnegsan Mineral bukan  lopam  jenis
tertontu paling laana 23 (dua puluh) tahiun dan dijamun
memperoleh PETpatangan 2 (duaj kali
masing-masing 1 {sepuluh) tabun setelah memenuhi
persvaratan  &esual dengan Ketentuan  peraldran
perundang-undangan.

untuk Pertambangan batean paling lama 5 [lirmap fahum,
lan dijamin mempercleh perpamangan 2 (dua) kal
masing-masimg 2 (lmap tahun selelash memenuhn
persvaralan mesyal  dengan ketontuan peraturan
perundang-undangan.

ntu« Pertambangan Banibara paling lama 200 [Cua
puluh] tabun Jdan dyamin mempetoleh perpanjangan 2
(dua) kab masing-masing 10 {(sepuluh) wwhun seweah
mamenhl persyaratan sesual  dengan ketoentuan
perailiran perundang-undangan.

uniuk Pertambangan Mineral logam yang torintegrasi
dengan  fasiitas  pengolahan  danfataa perourman
selama 20 [tiga pulub) tabun dan dijamin memperoleh
perpanjangan sclama 10 [scpuluh) tabun selap kali
perpanjangan  seceiah memenuhi persyeraten sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. untulk . .
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umuk  Perlambangan Bambaca  yaonpg  terinteprast
dengan kegiatan Penpgembangan dan fatea Pemanfaatan
sclama 3¢ [tiga pulub) inbun dan difamm meampearaleh
perpaiyjangan sclama 10 [(scpuluh) tabhun seuap kal
perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesosl
genpan ketentuan peraturan perundang undangan.

40. Kelenhuan Pasal 48 dihapus.

41. Ketenruan Pasal 31 diubkah sehingga berbunyl sebagal
bkt

42,

{1]

12)

(7

Pasal 31

WITIP Mineral logem diberikan kepada Badan Usaha,
bkoperass, alan perdsahasn persenrangan dengan cara
lelang.

Lelang WIUP Mineral logam sehagaimana dimaksud

paads myak {1] cdilabsanakan dengan

menmperimbangkan:

a. luas WILP Mineral logam vang akan dilelang;

b. kemampuan administeatil manacmen;

. kemampuan eknis dan pengelolaan hngkungan,
daty

. kermampuan finansial.

Ketentian lehih lanjur mengenai lelang WIUP Mineral
logram  diatur dengan ataw berdasarkan Perataran
Pamerintat.

Kelentuan Pasal 52 diukah selingga berbunyt sebagal
bomikogt:

il

2

i3]

Pasal 52

Pemepang [UP pada labup kegiatan BEksplorast Mineral
logam dibenn WIUF pahing luas 1O0.000 [seratls nba)
heklare.

Para wilayah yang relah diberikkan TOPF Minaral logam
dapal dibenkan [P kepada  pihak  [ean untak
meneusshakan  komodilas ambang lain vang
lceterdapatannya berbeda.

Pembernan [UP scebhagaimana dimaksud pada aval (2
dilakukan selelaby mercdapatkan pecselujuan dari
pemnepang I0OP partama.

(1) Dalam . . .
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{4) Dalamn hal wudak 1terdapat  pihak  lain unluok
tnengusahakan  komoditas  rambang lam yang
keterdapatannya  berbeda  sebagaimana dinaeksud
pada aval (2], pernegankg [UP sebagairmana Jicmakstd
puda ayat (1] wapby memlila 10F untylke
mcngusahakan komoditas  tambang  lein vang
keterdapatannya  berbeda  sebagaimana dimaksod
pada ayar (2],

Ketentuan Fasal 54 dinbah schingga berbunyt schagan
berilour:

Pasal 54

WIUP Mineral hukan Ingam  diberikan  kepada Badan
Usaha, koperss, atay perusahaan peracorangan dengan
card permobonan wilayah  kepada Menteri.

Ketentuan Pasul S5 diubabh sehingga berbunys  sebaga
berikut:

Pasal 535

{t)  Pemeganpg [DF pada fabap kepiatan Eksplorasi Mineral
bukan logam diben WILIP paiing luas 25.000 (dua
pulub Hma ribw) heklare,

{21 Pada wialayab yang telab dibevikan [OP Mineral bukan
logam dapal diberikan IUP kepade pibak lain untuk
mengilsabakan lrweditas Mineral bukan Iogam lain
srteal balvaoy vany kelerdapatannys berbeda

3] Pecmberian IUP scbhagaimana dimaksud pada avat {2
dilakukan  setelah mendapatkan  persclguan darn
pemegang [UF pertama.

4] Dalam hal tidak terdapat pibak lmm unok
mengusahakan  Mineral bukan logarm lg2in A
batusan yvang keterdapatannya berbeda sebagaimana
dimaksud pada avar (2], pecmceang IUP sebapaimana
dimaksud pada ayac (1) wanb memiliba [UP umuk
mengusahakan  Mmeral bukan lopam lam atau
batuan vang kcterdopatannya berboda sehagmwimans
dimaksud pada avrak (2]

45 Ketentuan . . .



SH No 036450 4

.

47,

PREZIDEN
BEPLBLIK I1MDONESIA

- FEr -

Ketentuan Pasal 57 diubabh schingga berbunyi sebagzi
berikut:

Pasal 27

WIUP batuan diberkan kepada Badan Usaha, koperasd, atau
Perusabhaan perseord ngan dengan cara permohanan wilavah
kepada hMenteri.

Ketentuan Pasal 38 dwbab selingga berbuanyl scbagas
herikout:

Pasal 2B

{11 Pemegang IUP pada tahap kegatan Eksplorasi batuan
dibert WIUEP paling luas 3000 (lima nibu) hektare,

{2] Fada wilayah yang telah diberikan IUF batuan dapat
diberikan [UP kepada puhak lawn unruk mengusahakan
kenoodites tambang Mineral bukan lpam ataa batsan
lain yang keterdapatannya erheda.

i) Pemberan [P sebagaimans dimaksud pada ayal (2]
dilakukan  selelab  mendapatkan persewguan dan
pemepgAang IUF pertama.

{4] Dalam hal  tidak  terdapat  pihak  lain antuk
menguzahakan Mineral bukan logam atau baluan lain
Vang keterdapatannya Lerbeda sebaEaimana
ditnaksud pada avat (2], pemegang [UP sebagaimans
dirnakswd  pada =2yal (1) wanb memidikn TUP untuk
mengusahakan  Mmersl bukan logam atau batuan
lain wvanpg keterdapatannya  berbeda  schapaimana
dimaksud pada ayar (2).

Ketenlusn Pasal 82 divbah schingga berbuny sebagas
berikou;

Fasal &l

{11 WIUFP Batubara dibcnkan kepada  Badan  Usaha,
koperast, atau perusahaan perscorangan dengan cara
li:lang.

(2] Lelanyg WP BEalubarg sebagaimana dimaksud pada
avar | 1) dilaksanakan dengan memperbmbungkan:

a.  Juas WILP Batubara vang akan dilclang;
b, kemampuan administranf) manae men,

C. kemampuan
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¢ kemampuan teknis dan pengelolaan hngkungsn;
dary
d. kemampuan finanswal.

Keatentuan leh  lanjut  menpgenal  lelang WU
Datubare diatur dengan atau berdazarkan Peraturan
Parmeriniah.

Kerentuan Pasal &1 dinbab sehingpa berbunyr sebagail
beertkut:

(1)

(2]

|3)

{4

Pazal 51

Peimegang 1JF pada tahap kegiatan Eksplorasi
Batubara diberi WIUP paling luas 30,000 [ima puluh
ribu| hektare.

Fada wilayah yang tclah diberikan 1UFP Barubara dapal
dibenikan IUP kepada pthak lain untuk mengusahakan
komoditas  tormbang lain  vang keterdspatannya
lerheda.

Permbenan [UP sebapaimana dimaksod pada ayatl (2)
dilakukan scteclah mcondapatkan persctguan  dan
prmapgang 1ICF pertamma.

Dalsm hal  tideak  terdapat pihak  lain unnuk
mengusahabkan . komoditas tambane  lin rany
Eelerdapatannya  berbeds  schagaimana dimaksod
pada avat {2|, pcmcgang VP sebagaimana dimaksud
pada avak (1} wailk momilhk  UP antuk
mengusahakan komaoditas  tambang  jain yang
kotordapatannya  berbeda  sebagaimana  dimaksud
pada ayar (2.

[h antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 [sata) pasal.
vaknl Pasal &2A sehingga berbunyy sebagan berikut:

(1]

(2]

Pasal 624

Dalam rangka konservasi Mincral dan Betubara,
Pemepang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi
Mineral logam araw Batubara dapal mengdjuksan

permchonan  persetyjuan perluasan WIDP kepada
b entari.

ketentuan lebih lanjur menpenal perluasan WL

sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] diagtur dengan
ataw bordasarkan Peraturan Pemerintah,

20 Kelentuwan ...
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S0 Ketenuan aval (1) Pasal 63 diubab sehineea Fasal 63

8l

herbuny sebapat henkul:

Pasal Bo
(1) Badun Usaha, koperasi, atau perusahaan
Persearangan zebaznimana dirmnaksud dalarn

Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 3 vang
melabukan  Usaha Pertambangan waith memeanahi
pecayararan  adooumstoatil, reknmg,  hnpkungan,  dan
[irpansial.

(2] Kelenluare  kebih lanpn MEORETIHL IErSyErALAN
adrmnistranl,  relis, bnekungan,  dan hansal
sebagatmana dimaksud pada avar (1) diatur dengan
Peraturan Pemerinlah.

Ketertuan hural o Pasal 66 dihapus sefunpes Pagal o6
herbuny scbhagal benbout-

Pagal 66

Eeglatan Petambangan rakyact scbhazaimana dimaksuad
dalamn Pasal 20 dikelompokkan scbapgal berikot:

a4, Pertambangan Mineral logam;

b. Pertambangan Mineral bukan logam; atan

o, Pertambangan batoan.

Metentuan Pasal GV diabah schinege berbunyt schapail
erikur:

Pasal of

{11 IPR diberikan oleb Menter kepada;
A, UTATIE RETSENTATIEEN yang meorupakan penduduk
selernpal; atau
L. koperast yang aneeolanya merupakan pondoduk
setetnpnal.

2]  Untulk memperglel [PR sehagaimana dimaksud pada
avat {1], pemohen harus menvampaikan pormobonan
kepada Menteri,

o, kelentuan . .
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Ectentuan Pasal 68 diubah schingea berbunvl schagan
Beribout:

Pasal 68
{1] Luas wilgmah untuk 1 {satup IPR vang dapat dibetikan
kcpada:
a. orang perseorangan paling luas 3 {lima} hcktare;
atau

b hoperas paling luas 1O fsapailuh) hektace.

(2] 1PR dibenkan untuk panglkes wakta paling lama 10
(sepulubl labun dan cdapat diperparjang 2 [doa) kali
masng-masing o (ltma) labhuyo,

Ketenluan Pasal 70 diubab sehinggs berbunyi sebagai
betilont:

Paszal 7U

Pemegang IPR wajil:

a. melakukan kempatan Penambangan paling lambat 3
itiga) bulan setelah IPR dhitechitloan;

b, memaiubl peraluran perundang-undangan ol badang

keselsmatan FPertambuangan, pengelolasn lingkungan,

dart memenihi standar vang berlaku:

menegclola ingkangan hidup bersama Menterd,

membayar mran Pertambangan rakyat; dan

e, menvampaikan laporan pelaksanazn kegiatan U'saha
Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

oo

Di antara Pasal 70 dan Fasal 71 disisipkan 1 [satu]| pasal,
vakii Pasal 70A schingga berbunyl sebapgar beribout:

Pasal 704

Pemeyang IPR dilatany memindahtangankan TPE kepada
plhak lain,

Retentuan Pasal 72 diubah sehungss  berbunyi  sebagas
et

Pasal 72

Ketentuan lehih lanmjut mengcnal tata cara dan syvarat
permberian PR diaiur dengan atan berdasarkan Peraturan
Pemerintat.

o7 Belerivan ., .
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a7. ketcnraan Masal 73 diubah schingea boerbunyn  schagan
Terikut:
Pasal 73
{l] Mentern melaksanskan pembinaan i bidang
pengusabhaan,  teknologt Pertambangan, serta

(2]

pertnodalan dan pemasaran dalam  usaha
merinpkatkan kemampuan IPR.

Moenteri bercangguang  jawab  terhadap  pelaksansan

kaidah telnis pada IPR vang mcliputs:

a. keselamatan Pertambangan; dan

L. pengelolaan ingkeongan hidup termasuk Beklamasi
Jan Pascalambsng.

Kerenfizan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikat;

(Li

2]

{3]

(4]

()

(5}

Puagal 75

Fembernian 1UFK schapaimana dimsksud  dalam
Pazal T4 ayat i1}  dilakukan  berdasurkan
pertimbanpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

IUPK =sebagaimana dimaksud pada ayvar (1) dapat
diberikan kepada BUMN, badan asaha milik daerah,
atau Badan Usaha swasta.

BUMN dan badan usaha milik daereh sebagaunana
dimaksud poada ayat (2] mendapat prioretas dalam
mendapatkan [UPK

Badan Usaha swasta sebagaimana dirmaksud pada
avat (2} untuk mendapatkan IUPk dilaksanakan
dengan cara elang WILDPE.

Lelang WILPK selagaimana dunaksicd pada avar ()

thilaktukan oleh RMenteri den dilaksanakan dengan

rmempertimbangkare:

A Iuas WIDPK vang aken dilelang;

I kemmampian admimisicatl]) manajemen;

. kemampuan leknm Jdan pengelelaan lingkungan;
dan

o, kemampuan nansial

Keterrtaan lebah lanjul menpenat lelaneg sehagsimans
thimakzod  pada avat (4 diatur dengan  atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

59, Ketontuan . . .
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Ketentuan Pasal 81 dibaous.

helenitan Pasal 42 dihapos.

Keteniuan Pasal 83 «<iubah sehingga berbunyi scbagal
berikut:

Fasgal 83

Persvatatan luas wilayah dan langka wakiu sesual denagan
kelompok  Usaha Pertambangan  yang  berlaky bam
perncgang IUPK meliputr:

.

h.

ias 1 o(sarm] WILPK untuk tahap kegiatan Eksploras:
Pertarmhangan  Aineral ltogam dibemikan paling
lhias 100000 [secarus ribn) helktars,

luas 1 (satu] WIDPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi
Periambangan Banibars diberikan paling luas 50000
(lima puluh tibu) hekilars;

lwas 1 (salu] WIUPK umuk lahap kegiatan {perasi
Iroduksi Pertambangan Mineral logam ataa Barobara
diberikan berdasarkan hasil cvaluasi Menten lerhaddap
tencana  perngembangan sclurubh wilavah vang
divsulkan nlaby pemegang 1L PR,

Jongks  wakil  kegiartan Eksplorasi Perrambangan
Mineral logam dapal diberikan selama & [delapan)
tuhun:

Jungks  wakiu  kegiatan Eksploras Pectambangan
Baiubara dapal diteribkan selarna 7 (ajuh) rahun,
Janeky wakiy kewiatan Onpersst Prodokest Minaral Logam
atmu Batubara dapal dibenkan poabing Jame 20 {dua
puluh| lahun dan dysmin mempereleh perpamangan 2
{dua) kali masinp-masing 10 (sepuluh) tahun selelah
mementhl  persyaratan  sesual  dengan kotontuan
perataran perandang-undangan:

janpka wakr kegiatan Operasi Produksi Mineral logam
yang terinteprasi dengan fasilites pengolaban danfatan
pemurnian diberikan jangks wakly selamas 3 (liga
puluh) tabun dan dijrann mempercleh peErpanjangan
selama 1O (sepaluh] tabun setiap Kall perpanjangsan
setelah memenubl  persvardlan sesudl dengan
ketenfian peratiican peryrdang-undangan; dan

h. jangka . ..
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o Janpka wakiy keplatan Operas Pocduks Batgbate vaog

rorintegrasi deopan keglatan Penoeembanegan dan/atba
Femanlaatan  Batubara  diberikan jangks waklu
selama 30U {tiga puluh| tahun dan dijamin memperoleh
perpanjangan sclama 10 [sepuluh) tahun sctbap kah
perpanjangan setelah memenubn persvaratan sesual
dengan Retenfuan peraturan perundang-undangan.

h anlara Pusal 82 Jdan Pasal 34 dimisipkan 2 {dua) pasal,
vakm Pasal B4 dan Pagsal B3E sehinpga bachunyn sebagal
ekt

(1}

(1

Frasal 8324

Jangka waktu kcglatan Eksplorast  schagaimana
dimak=ud dalam Pasal 83 huraf d dan horuf ¢ dapad
diberikan perpanjangan selama L (satu] tahun schap
kali perpanjangan secelah meomenuhi persvaratan.

Ketentuan  lebih  lanjut mengenal  pemberian
perpanjenpan  jangka waktu  kepiatan Eksplorasi
subagaimana dmaksud pada ayval (1) diatar dengan
Peraturan Pemeriniah.

Basal 23B

Dalam rangka  konservest Miners]l dan Banibara,
Pemewang IL PR pada Llahap kegialan Operas: Prodaks
Mineral lopam atau Batubara dapal mengsjolan
permobonan persctujuan perluaszan WIDPK kcpada
Menten,

Ketentuan lebih lanpal meongenal periuasan WIUPK
schagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dengan
atan berdasarkan Peraturan Pemerintal.

D1 antara BAB X1 dan BAE KII disizipkan 1 izatu bab, vakni
BAB XIA =ehingga Rerbunyi sebagai herikoyt:

BAB XI1A

SURAT [ZIN PEMNAMOANGAN BATUAM

a4 LD antara .. .
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G, D1 oantard Pasal 86 dan Pasal 87 disisiphan 8 [delapan)
pasal, yakni Pasal 854, Pasal BOB, Pasal 83640, Pasal 860,
Pasal B6E, Pasal 88F, Posal 860G, dan Pasal 86H sehinggso
berbunyi sebagai berikad

(1}

(]

i3

4]

(2]

(53]

(7]

Pazsal HHA

S1'B dibcrikan untuk pongusahaan pertambangan
batuan jenis tertentu atan untuk keperluan terrentu,

SIFE scbapaimana dimaksud pada myat (1] dapat

ditcrbitkan kepada:

A. badan wusaha mihk deerah/badan usaha milik
desa;

. Badan U=aha swasta dalam ranpka ponanaman
modal dalam neger;

¢. knperasi; atau

. pemisahasan petsegrangan.

Ketentuan lehih lanjut mengenai hatuan jenis tertentu
aray untuk keperiyan terteni) sebapaimana dimaksud
pada  aval (1} dialur denean sataw becdasackan
Feraturan Pemenntah,

SIPB schagaimuna dimaksud pada ayat (1} dibenban
aleh Menter berdasarkan permohonan dar badan
usahns milik duerah/badan usaha milik desa, Badan
Ueaha swasta dalam rangka pocnanaman modal dalam
Oegerl, koperasl, alaun perusahasn perseorangan, rang
telah memenuhr persvaratan admunistratl, ccknes,
lingkunean, dan linansiatl,

Jelain persyaratan adminscrant, eknis, lingkungan,
dan fnanzial sehapaimang dimaksad pada aval (4},
paermmationan BIPT harus dilengkam dengan hoordinal
rlam Waas wilavah baluan Jenis Lertenlu alag uniuk
keperluan tertentu yang dimaohon,

SIS sebhagaimana dimaksud pada avat (1) terdirl atas
EHE kepiatan PETEICANAGT, Fenambangan,
Pengolahan, scrta Pengangkutan dan Penmpualan.

Pemrepang SIPBE dapat langsung  melaliukan
Pengmbangan selelah memilik dokumen perencanaan
Penambangan,

(& Droloumen . .
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%) Dokurcn porencanzan schagoimana dimaksud pada
avit (7] terdin atAs:

a. dokumen eknis yang memuat paling sedilat
nformast radengan Jdan rencans Penambangan,
dan

b. dekumen ingkungan hidup.

Pausa] 860B

SIPD sebagaimana  dimaksuld dalam Pasal BbA  haras
mermat paling sedilin

a. natna pemepang S1IPE;

tr, momor prikck wajit pagak;

lokasl dan Tuss wilavah;

modal kerja;

ienits komnoditas tambang;

jangka wakrmu berlakonya SIPR; dan

hak dan kewajiban pemepang S1PB.

oo oA

Pasal 860

Pemegang SIPB dapat dicerikan wilavah paling luas 30
fliha puluh) hektare.

Pasal 86D

JIPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8364 ndak dapat
digumnakan selain vang dimaksod dalam pemberian SIFE

Paspl E6R

Pemezang SIPE herhak:

A, merwlapgl pembinaan i badang keselamatan
Perlambangan, hngkunpan, teknis Pertambangan, dan
manajcmen darl Mentcrt:

b, memibiki baruan jenis rertentu atau woruk keperluan
tertenta yang telah diproduksi setelah membavar pajak
dacrah scsuan dengan ketentuan peratucan
prrundang-undanzan; dan

¢, melakukan  Usaha  Pertambangan  sesuai dengan

ketenuan peraturan porundang-undangan.

Pazgl K&F

Pernegang SIPE wajib:
a. meperaphan kaidah Pertambangan yang baik;,

b, menwvelesaltkan . ..
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. menyclesalkan hak aras tanah dengan pemegang hak
sesual tletgan keLenian puralliran
perundang- undangan; dan

. menyampailean  lapuran pelaksanaan kegialan SIPB
kepagda Mentern.

Pasal B

Pemegang S1PB dilarang:

4. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atan

b. menggunakan  bahan  peledak  dalam pelaksanaan
kiegiatan Penombatgan,

Fazal B&H

Ectentuan lemb lanjut mengenai tata cara pamberian 3IPB
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintahn.

Di antara Pasal 57 dan Pasal 38 disisipkan 4 [empat) pasal,
vakni Pasal B7A, Pasal B7R, Pasal 870, dan Pasal 87D
sehingea herbunyl sebapal berikur:

Pasal 87A

Menteri  wapb  menyediakan dala dan informasi
Pertambangan untuic:

4. menunjang penyiapan W

L. menpembangkan ilma peneetahuan dan reknologt; dan
. melakukan alih teknolegn Pertambangan.

Paszatl BTH

{l) Pecnyediaan data  dan infocmes: Pertambanean
schagannana dimaksud dalam Pasal 874 dilakukan
aleh pusar data dan informasi Pertambangan yang
dikeloly aleh Menlern

(21 Pusat dafa dan informasi Pertambangan sebagaimana
ditnalzsud  parda ayat (1) mengelola informasi paling
saclikit tentango:

a. pete mformas geospasial dasar dan tematik,
B peta WP,

c. jumlah pamepang (DR, IUPK, 1PE, dan 21PB;

d. porensi sumber dava;

g, seDaran uilens;

{. jumlah investasi;

g infirmas) peruntukan dan tata roang wilayah;

h. welarnie .
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volume produksi;
Eeklamasi dan Pascatambang,
dara geolog,
satana dan prasarana Usaha Pertambangan;
prluang dan lanfangan investas:; dan

. pendichkan, pulatihan, prermvuluhan, dan
prendampingan.

= I

Pasal 27

Hasil Penyelidikan dao Pepelitian sebapaimana dimalksod
dalam Pasal &7 wajlh disampalkan kepada hencers.

Paszul 87D

{1 Pusat data dan informasy Pertambangan scbhapaimana
Jirmakesud dalem Pagal B7B avat (1} wajb menyajikan
informasi Pertambangsn secara akucat, mutakhir, dan
dapal dipkses dengan mudah dao cepar oleh pemegang
Porizinan Beorussha dan masyarakal.

[2]  Jemis dats dan informast Perlambangan vaong dapat
diakses  sebagaimana dimaksad pada avat (1)
diluksanakan =esupi dengen ketentuan  peraturan
perundang-unlangan Ji dang keterbukaan inforimasi
[Liblile.

tietenluan Pasdal 8% diubah sehinegega berbunyi  sebagsi
bertkut;

Paxal #9

Kerentuan lebih lamot mengenai tata cars  penugasan
Fenvelichikan dan Panelitian sehagaimana dmabkesud dalam
Pasal B7, data dan inlormast sehagaimans dimabksued dalam
Pasal B87A, pengelolasn deta dan informest schagaitnana
tliralesael dlalam Pasal 8YE, jenm data vang dapal diakses
atau tidak dapat diakses sebapaimana dimaksud dalam
Fasal 27D ayat (2], dan poengelolaan dala sebagammans
clinaksad dalam Pasal 83 diglur denmgsn ataw berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

a7, Releniuan . .
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A7, Kerenialan Pasal 91 cdiubabh sehinpega berbaane sebagan
borikat:

B,

(1)

(2]

3]

El

{=]

Paszal W4l

Pemegang 1UP dan IUPK wajib menpggunakan jalan
Pertamnbangan dalam pelaksanaan keglatan Usana
Pertarobangsn.

Jalan Pertambangan sebagaunana dunaksud pada

ayat {1] dapat dibangun sendiri oleh pemegang [UP dan

TUPH arau ekerjasama dengan:

a. pemegang [UF atan [UPK lain vang membangun
jalan Pertambangsan; atau

b pinak  Win vang memilik] jalan yang dapal
dipcruntulkkan  scbagar  jalan Portambangan,
setelah emenubl aspek keselalnaran
Fertambangan.

Dalatn hal jalan Pertambangan sebapaimana dimaksud
pada avatl 1) dan ayal (2] nidak reracdia, pemepang TUOF
dan ICPK dapat memaniaatkan sarana dan prasarana
mmum ermasule jalan wmum uanink kKeperloan
Fercambangan setelah memenuhd Kerenruan peratiiran
perundang-undangan.

Pemepang 1UE dan IUPR dapal memberikan alses
kepada masyaraltar untuk mengpuoskan palan
Pertambangan  seiclah moendapat persetujuan darn
peTENERINR Jawab aspek keselamatan Pertambanean
pada TOF dan IUPK.

Kerentuan lebih langut menpenal pelaksanaan
kewaposn pengpunasan jalan Portambangan diatar
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Fazal 92 diubah sehingga becbunyn sebapgai
berikur:

FPasal 93

Prmegang [P dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasulk
Mineral tkutannya, atau Batubara vang ielah diprodubksi
setclah memenuhl uran produks:, kecoali Mineral ilatan
rAachogknf

H9. kereniigan .. .
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ketentuan Pasal 93 diubah schinges berbunyi sebsapsd
benkut:

Pazal 93

{1] Pcmeopang IUF dan 1Pk dilarang
memindahtangankan 1UP dan IUPK kepado pihak lain
ranpa persetujuan Menter.

|21 Perzctgyuan schagaimana dimaksud pada ayal {1}
dapat diberikan serelah Pemegang [L)* dan [UPK
memenuhi persyaratan paling sedikat:

a. lelab selesan melakukan kegiatan Eksplorast yang
dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya
dan cadanpan; dan

b, memenuhl persvardlan administracil,  teknis,
lingkungan, dean finanskl.

Di antace Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3 (tiga] pasal,
vaknli Pasal 93A, Pasal 938, dan Pasal 93C schingga
berbuny sebagal barioar

Pasal 434

(1) Badan Uszaha pemegang ICP atza IUFK dilarang
mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan
(SEH Iy

(2] Perserujuan sebagaimana dimawxsud pada avat (1)
dapal diberiban serelah memenuhi persyaratan paling
seecilt;

a. trlah sclessl melalukan kepiatan Blsplosas yang
dibuktikan denpan kotersodiaan data sumber dawva
dan cadangan: dan

k. memenubl  persvaratan adminiscralif,  lekons,
lingkungan, dan finansial.

Pasnl 238

Fetanituan l=lxih laut ITETEE 11 tata CArs
pemindahtanganan [UP atau IJPK sebagaimana dimaksad
dalam Pa=zal 93 serta pengalihan saham scbhagaimans
dirnaksud dalam Pasal 93A diator dengan atan berdasarkan
Preraturan Pemerimrtab.

Frasal 930,
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Fasal w3l

Pemegang ICP atau 1UPK dilarang menjarninkan IJP atau
IUPE, renmasuk komoeditas tambangnya, kepada pihak fain.

Kerentuan Pasal 98 diobah sehingpa Pasal 46 berbuny
arbapar berdogr:

Pasal o

Dulam penerapan koidab (eknik Perlambangan vang bail,
pemcgang IUP atau IUPK wapb mclaksanakan;:

.
b.

d,

ketemuan kesclamalian Periambangan;

pengelolaan dan pemantauan lingkunpan
Pertmmbangan, termasuk kegiatan Reklamasi daniataa
Pascatambang,

upaya kotservas Mmeral dan Batybara, dan
prieclolaan sisa tnbacg dan suatl kegialan Usaha
Perlambangan dalam beniuk padal, cair, atag gas
sampal mementlm standar bakuw muta lingkunpan
sehelum dilepas ke media ingkungsn,

Ketontuan Masal 99 diubah schinpem berbunyt schagat
berkut;

11]

(2]

(3]

Pasal 9%

Permepang [P ammu JUPK  wajibh menyuasun dan
menyerahkan rencana Reklarnas dan/@alan rencana
Pascatambang.

FPolaksanaan Erklamas dan Pascatambane dilalkukan
seslial dengan peruninkan lahan Pascalamhbang.

Dalam pelaksanaan  Reklamasi vang  dilalkokan

sepanjang tahapan Usaha Pertambarngan, pemegang

ILTF arau PR wayib;

. memenuhl kesennbangan antara lahan vang akan
dibuka dan lahan vang sudah direklamasi; dan

L. melakukan pengeleloan lubang bekas tambang
akhir dengan batas paling luas sesuar dengan
ketonbuan peraturan perundang-undangan.

{4] Pemegang . . .
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(41 Pemezang 0P atau IUPK wajib menyerahkan laban
yanpg  telabh dulakulkan  Reklamasi dan/ataa
Pascatambang kepada pihak vang berhak melalu
Menteri  sesual denpan kelentuan  peraturan
perundang-undangan.

ketentuan Pasal 100 diubah sehingpa berluindg sebagal
berikut:

Pasal 1400

{1l Pemegang IUP atan IUPK wajib menvediakan dan
menempalkan dana jaminan Reklamasi dan/atan dana
Juminan Pagcatarmbang.

(2} Mentern dapal menerapkan pihak ketiga untulk
melakukan  Eeklamasi dan/atan Poascatambang
dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada
avat [1}.

(3 Relepluan  sehagoimans  dimeksod  pada avac (29
diberlakikan apabila permegang TUP atan IUPK cidak
melaksanakan  Reklamasi dan/atau Pascatambang
sesal U rencana vang telah disetajui,

Ecicntuan Pasal 101 diwbah sshineegs berbunyl sebaga
berikut:

Poasual 1061

ketentuan lebih lanjul mengenal kewajiban pengelolaan
dan pemantanan lhngkungan Pertambangan termasuk
kepigtan Reklamasi danf aray Pascatembang scbagaimana
dirmaksued  dalam Paaal 96 huarul L, penvasunan Gan
penverahan rencana RHelklamas  danfatau réencane
Pascalambaneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9%, dan
dana  jamiman  Keklamuas  danfalan dana jaminan
Pascatambang scbagaimana dimaksend dalam Pasal 100
diatur dengan aran berdagarkan Peraturan Pemerintah.

Th antara Pazal 1G] dan Pasal 102 disigipkan 1 (saba) pasal,
vahkm Pasal 1A sshingega berbunyl sehagal benkul:

Pasal LOTA
Femegang LUP atan YUPK wajib metnenuhi ketenruan

penetapan jutolah produksi dan penjualan nasional.

T Ketentuan - . .
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76, Ketentuan Pasal 102 dmabah sehingga berbunyi schagm
trerikoue:

Y.

(1]

(<)

(<3}

{4

Puzal 142

Pemepatg IUP atau IUPK pada wahap keglatan {peras:

Produkst wajih meningkaikan nilai rambah Mineral

dalam kegiatan Usahiz Peolambangan melalui:

a. Pengolaban  dan Pemurmian untuk  komodicas
tambang Mineral logam;

b. Penpelahan untuk komoditas lambang Mimmeral
bukan logam; danfatou

v Pengolaban untak komodilas tambang batluan.

Pernegang IUF atau 1UPK pada tahap kegiatan Qperas
Produksi dapat melakukan Pengembangan dan,/atau
Pernanfaaran Rarbars.

Peningkaten nilal cambah Mineral melalw kegiatan
Pengolahan  danfataw Pemurnian  sebapaimana
dimaksud pada avat [1] wajib memenuhi batasan
minimum Perngolaban dangatau Pemuarnian, dongan
mermperiimbangkan antara laim:

4. peminglatan nila eliooedmi danfatan

b, mebutuhan pasar.

heleniuan lelah lanput mengenal balasan minimum

Fengolahan danfalauw Pemurnian diatur dengsn atan
berdasarkan Peraturan Femenneah,

Ketentuan Pasal 103 dinbah sehingga berbunyt scbagal
beribent.

L1

[4]

Pasal 103

Pocmogang WP alay IUPR pada tahap kegwlan Operas,
Produksi Mincral scbapaimana dimaksad dalam
Pasal 02 wank melakukan Penpolaban danfatan
Pemurman Mineral hasil Penambangan v dalam
neger.

Dalam hal pemergang ICP atwa IUPK pada tahap
kegistan  {eraz Prowiuksi telalh melakukan
Fenpgolahan danfatan Pemurmian sebagaimana
dirmakzud pada  ayat [1], Pemenniab menjamim
keberlangsungan pemanfaatan hasal Pengedahian
dan fatay Pemurmian.

TR, Kelentidan .
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78. Ketentuan Pasal 104 diuwbah sehingea berbuny scbagal
berikut.

74

(1]

(]

Pazal 104

Pemepgang IUP atau IUPK pada tahap keglatan Cperasi

Produksi sebapaimana dimaksud dalam Pasatl 102

dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pomurnmn

sendiri secara rerintegrasi atau bekerja sama dengai

a pemeganp JUP alau [UPK lain pada tahap kegiatan
Operast Produks)  yang  memulik fasiilas
Penpolahan dan/ataws Permurnian secars
terintegrasi; atau

b, pihak lain wvang rmelakakan kRegiatan usaha
Penpolahian  dan/atau Pemurnian yvang  ddak
terintegrast dengan kegiatan Penambangan yang
pensimAannya diterhntkan berdasackan Ketentuan
FIETHLLITAT ermmiclang-urwlanga di lHdansg
pETndusiTian.

Pemegang [UF atau IUPK pade tahap kegiatan Operasi
Produksi sebagmimana dimaksud delam Pazal 104
dapat melakukan kerasamas  Peopgembkangzn
dan/atau Pemanfaatan Barmubara donean pomeogang
TP miaw TUPK lain pada tahap kegiatan Operasi
Produlis:, alaw phak lain yveane melakuken Kepiaran
Pengembanegan dan/ alaw Pemanlaatan Baiubarsa.

[ antara Pasal 103 dan Pasal 103 disisiplan 2 (o) pesal,
vaknl [fesal 17MA dan Pasal 104B schingea borbuny
sebagal benikut:

(1]

Frusal 1044

Dalam rangha Peoyembangan dan/atay Pemaniaaian
Gatutraca, Pemerinlah dapal memberthan penugasan
kepatda lentbaga riset negara, lembaga riset daerah,
BEUMN, badan usaha rmibk daerah, atau Badan Usaha
awasa untuk melakokan Penyelidikan dan Penslitian
flanfarau  kKegiatan pengembangan peogele pada
wilavah pendgasan.

(2) BLMN . ..
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2] BUMN, badarn usaha milik daerah, atau Badan Usaha
swasta yang tfelah  melakukan  Penyelidikan dan
Penelitian  danfatan kegiatan dalam rangka
pengembangan proyek pade wilavah penugasan
reTilapailan hak menyarnal penawaran dalam lelange
WIUFP atey WILPK Batubara.

Pasal 104B

Ferentuan lebib lanjut mengeal peningkatan nilai tambah
sebagairnana  dimaksud  dalam Pazsal 102, Pengolabat
dan/atau  Pemumian  schaggimana  dimaksud  delam
Pasal 193 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian
oenugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1044,
diarur dengan atan berdasarkan Peraturan Pemernintah.

ketentuan Pasal 105 dinbah schingga borbunyl sebapa
berikut-

Pasal LS

(1) Badan ussha vane  edak berescak paila Usaha
Pertambangan  yang akan menpaal Mineral danfatan
Balubary  yang lemgall wwgih memiliks JUP uniuk
Fenjualan.

{21 [UP untuk Penjualan sebagaimana  dimaksud  pada
avat |1] diberikan oleh Menteri untuk 1 [sata] kali
Penjualan.

{3 Penjualan Mineral dan/atau Bafubara vang tergali
sebhadaimana dimakesud parda ayat [1) dikenan saran
produksl alau pajak daereh sesual dengan Kelenivan
preral uran prrundang-undangan.

4] Badan usaha schagaimana dimaksud pada avat [1]
wallh menvampailkan  laporan hasit Pongualan
blimcral danfatau  HBarmbara vang terpali kopada
blenten,

helentuan Pasal (06 diubah schingea herbunwv schagal
berikoat:

Fa=zal 106

Pemecgang 1P dan [UFK wajib menputamakan
pemanfaatan tenaga kerja serermpat, barang, dan jasa
dalamn  negerl  sesual dengan Kerentuan perafuran
pecrundang-undangan.

M2 kerentuan - ..
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82, Ketentuan Pasal 108 diabah sehinggs berbuny scbagai
berilut:

83

]

i2]

{3]

Pasal 14

Femepang 10F dan IURPK wapil menyusun progratn
pengembangan dan pemberdayaan masyarakar.

Femepang TUOP dan [DPK waih mengalokasikan dana
untuk  pelaksanaan pooegram pengemnbangan dan
pemberdayaan masyvaraliat rang besaran minimumnys,
ditctapkan olch Mentorn,

Fenyusunan program sebagahmana dimaksud pada
avat |1] dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah
Daerah, dan masvaralear.

Eetentuan Pasal 112 diubah schingea berbunyi sebagal
berikur;

(1]

<]

(3]

[

Pasal 112

Badan Usaha pemegang TUP atauw IUPK pada tahap
kegintan Cperasi Produksa: yvang sahambya  dumiliki
auleh  asing  wajill melakukan divestasi saham
seberar 51%  [lima poluh 53ty persen) Serara
berpengang kepada Pemenntah Pusal, Pemennlah
Dacrab, BUMN., badan wsaha milik dasrab, danalaw
Bardan Usaba swasta nasional.

Pemenntah Pusat  schagaimana dimaksud  pods
avdl (1) melalul bMenoen dapat sccars borsama-sama
dengan  Pemenmtab  Dacrah provinsy,  Pemerintah
Davrah  kabupaten kota, BUMM, dan/atau badan
uszdaha mihk daectash mengkoordinasikan penentuzn
skema  divesiasi dan  komposist besaran  saham
divestasl yuang akan dibel,

Dalam  hal  prlaksanzan divestast ssham secsara
berjernang sebapauimana dimaksud pada ayat (1) den
ayal (2) tidak dapal terioksana, ponawaran divestasi
saham dilakukan melalu burss saham Indonesia.

ketcntuan lebib lanjut mengenat rata cara pelaksanasm
dan janpka wakiu divesiast sabharm elialur dengan =21au
berdasarkan Peraturan Pernarintah.

54 Dhantara . . .
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&4. Diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 [(sata] peseal,
vakni Pasal 112A sehingea berbuny: sebagal henlboud:

0y

2]

{3

Pasal 1124

Pemegang IUP atau IUVK pacda tabap kegiatan Operass
Produksi waib  menvediakan  dana ketahanean
sadangan Mineral dan Batubara.

Dang ketahanan cadangan Mineral dan Batubara
sehagaimana ditpaksud pada avat (1) dipunakan untuak
kogiatan periemmuan cadanpan Batl.

Ketentuan letbih lanjut mengenal dana  ketabhanan
cadangan Mincral dan Balubare diatur dengan
Peraturan Pemerinlah.

Ketenluan Pasal 113 dinbah sehingga berbunyi scbagni
bBerilout:

(1}

(2]

[}

[

Fasal 113

Suspensi  keglatan  Usaha  Perlambangan  Jdapat
diberikan kepada pemegang IU'F dan ILIPK Jika tejads:
2. keadaan kohar,

b keadaan VAL menghalangl sehinggs
mennmmbulkan penghentian sebapian atau selurah
kematan Usaha Perlambangan; dan/amEu

oo kondisi daya dukung  Tingkungan wilavah
terschut tidak dapat menanggung beban kepiatan
Operast Produks: sumber daya Mineral danfatau
Barabara vane dilakulkan di wilavahnya,

Susponst kegialan Usahs Pertambanpsan sebapaimans
dimaksud pada =vat (1) tidak meneurangl masa
beraku IWUP atan IUPK.

Fermothonan suspens: kepialan Usaha Pertambanpan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huned 2 dan
hurul b disampaikan kepada Menteri.

Menter1 wajib mengeluarkan keputugan tertulis
tentang  persetujuan ataw  poenolakan  perocbonan
sebapaimana dimaksud pada ayat (3] disenal dengarn
alasannya paling lama 30 [niga puldh] hae sejal
diterimanya permehanar.

86, Ketentaan . ..



SK MNo 036405 A

PREZIDER
REPLBLIK IMDONESIA

T

Bfa, Ketentuan Pasal 114 diubah sehinggs bechunyi sebapas
berikut:

(1]

(3]

(<

[

PPasal 114

Jangka waktu suspenst sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113 ayat {1] cditerapkan sebagan berikut.

. Alibenkan pabiop lama bo(sang] tahun dan dapat
dibenkan perpanjanesn paling lama | (saty) tahan
antuk setiap kKall perpanjangan untuk keddann
kahar schapaimana dimaksud  dalam Pasal 113
avat (1) huraf a danfatau  kcadaan  yang
menghalang: schagaimana dumaksud dalam
Fasal 113 ayat [1} hurut b; dan

k. diberikan paiing lama 2 (dua) tahun untuk kondis:
tlaya dukung hingkungan sebagawnana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (1} haraf c,

Apabila dalam  jangka waklrn suspenst sebagaimana
dirmaksud pada avar (11 permegang IUP ataw IUPK sudah
siap  melakukan  kegiatan  operasinya, kegiaran
dimaksld waph diaporkan kepacds Menrer.

Apabila  sampel  doengen Jangks  wakra suspens
brrakhir karcna kondisl daya dukunp hngkungart
pemegang IUF atau IUPK boelum dapat melakukan
kegiatan operasinya, pomcegang IUP atau IUPK wanh
mengambalikan IUP atau 1UPK kepada Renteri dalam
jangka waktu paling lambat 1 {zata) bulan sepak
herakhirnya janpka wakio suspens.

Apabila dalam jangka waktu 1 [satu] bBualan sejak
berakhirnva janpgka waktu suspensy, pemegang IUP
atan IUPK ndalk mengembahiban TUP ateu TUPK,
Menreri dapat mencatalt TP atan [UPR.

Menteri mencabut  keputusan  suspensi setelah
mencritng laperan sebapaimana dimaksad  pada
ayar [2).

87 Ketentuan . . .
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B7. Hetenmuan Fasal 118 diwbah schingga boerbunys sebhagm
Twerikuac:

85,

B4,

(1]

(2]

Pasal 118

Permepang IUFP atau IUPK dapar mengembalilean [UP

atad  JUFPK dengan  permoatasn teriulis kepada
Menten disertal dengan alasan vang jelas,

Pengembalian JUP atau IUPK schagmimana
dimaksiael  pada  avat (1} dinvaiakan sah setclah
pemegang TUF atau TUPK mementibn kevajibannya
dan disetujul cleh Mentorl,

Ketentuan Pasal 119 diubah schingga berbunyt sehbmgm
berikut:

Fasal 11%

TLP atan JUPK dapat dicalor oleh blenterl jika;

.

T

L'

pemegang 1LF arau IUPK udak memenuhl kewsapban
vanp ditetapkan dalam U atau [PPK scrita ketentuan
peraturan perirdang-undangan;

pemegane IUP atag 1UPK melakukan crindak pidana
sebagsimana dimaksad dalam Undang-Undang mi; atay
pemegang [DP atan [UPKE dinvatakan pailit.

Kotentuan Pasal 121 dmbah schingsa berbunsy scbagal
Berikot:

(1}

(2}

Pasal 121

Dalam hal IUP atan 1UPK  berakhir sebagaimana
dimakaud dalam Pasal 117, Pasal 11#, Pazai 114, dan
Pazal 120, eks pemegang TUP atau JUPK  wajib
memenul den  menvelesaikan  kewajiban sesua;
detypan ketentuan peraturan petLndang-Undangan.

Pemegang 1P atan IUPK vang elab memenahy dan
menyelesaikan kewajihan  sehagaimana  dirmaksadd
pada avat {]] mendapat stirgt keteranpan dan Menten.

Gk Ketentian - ..
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Ketentuan Pasal 122 dinbah sehinggn boerbunyt sebuapza
baeriknie:

Pasal 122

(1y 1CP ataw [UPkR yang t(elah herakihor sebagadmana
dinaksud dalam Pasal 121 avat (1) dikembalikan
kepada Menteri.

2y wiIuPr atau WIUPN wang U ateuw [UPR herakhir
sebagaimana dimaksud pada  avat (1) ditawarkan
kepada BUMN, badan usaha mihk daecrah, Badan
Uszsaha SWwasta, kopcras:, ataul perusahaan
prrsearangan  melalui mekanisme  scsusl dengan
kKetentuan dalam Undang-Undang .

Ketentuan Pasal 123 dmbah schingea beorbuny  sehagal
erikut:

Pamal 123

Dalam hal ILP ataw IUPK berakhir, cks pemegang IUF atau
IUPK wajib menverahkan seluruh dats vang diperoleh dan
hasil koglatan Eksplorasi dan Operasi Produkst kepada
Menter.

Di antara Pasal 123 dan Pazsal 124 disisipkan 2 (doa) pasal,
vaknl Masal 123A dan Pasal 123B schingea herbuny
se:bapal berikuar:

Pasal 1234

(1Y Peregang 1P aran TUPK pada tahap kegiatan Cperasi
Provlukst sebelum menviutkan alau mengembalilkian
WILUF atau WIUPK wajib melaksanakan Eeklamasi dan
Fascatambang hingga moncapal tingkat kcbocrhasilan
1 0% {SeTArs persen.

(2] Eks pemegang IUF atan IUPK yang ILIF atau [UPK
brerakhir schagaimana dimaksud dalam Pasal 121
gyvac (1} wanbh melaksanakan Feklamasi dan
FPascatambang hingsao MLETLC D tinghkat
kebrrhasilan 1 00 [seratus pErSEn| 2erta
menemparkan dana  jaminan Reklamasi danjarau
dans jaminan Pascatambang.

(3 Dalam . . .
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Dalam bl WIUP ataa WILPK sebapmimand dimaksiued
pada ayat {1] meomenuhl koteria untuk diusahakan
kembali, dana jamman Reklama=i dan/arau dana
jaminan Pascarambang  yang  telah  ditemmpatkan
ditetapkan menjadi milik Pemerintalh Pusat scsuai
dengan ketenruan peraturan perandang-undangan.

Kerentyen  lebih  lanjut  menpenai  pelaksanaan
Rehlamns) dan Pascalembang sarta penempatan dana
Jjaminan  Reklamasi cdanfaraan dana jaminan
Pagcatambang pads  WILUP  atauw  WILUPK  vanpe
memenubl  kriteria untuwk diusahakan kembali
seboagairmans dirmaksud pada aval (L), ayat {2], dan
avat (3 diatur dengan atau berdasoatkan Peraluran
Pemerintah,

Pasal 123B

Mincral danfatan Batubara vang dipcrolch  dan
keplatan Penambangan tanpa IUP, 1UPK, IPER, atauw
SIPR ditetapkan sebagai benda sitaan danjatau
barang mililk negara  sesual denpan ketentuar
peraturan periindang-unchangan.

Mireral atay Batubears wvanp herzcda poda Tasabilas
permbunan permegang TUP, TUPE, IPR, alau 3IPE yang
1elah bwrakhir janeks wakiunes atao dicatuar, dapat
dilakukan Penjualan seielah memenchl persvaralan
vang ditelspkan sesudl dengan ketoentuwan petaturan
preruriclar-undAangan,

Ketentuan  lebih lanjut mengenol  persvaratan
FPenjualan schagaimana dunaksud pada avat 12) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 124 diubab sebingga berbunyi sebagai
berlgut:

(1l

Pasual 1224

Permegang  1UP atwa (UPK wapbk menesunalan
perusdhaan Jasa Perlambanegan lokal dan/Sataug
nasional,

(2] Dalam . ..
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Dalarm hal tidak ferdapat . perisahaan Jasa
Periambangan sobagaimany dimakaud pada ayvar (1),
permegang IUP atauw  IUPK  dapal  menpeuinskan
perusahaan Jasa Pertambangan yang brerbadan hukim
Indonesia dalam rangla penanaman modal asimg.

Jenis ugatia Jasa Perlambangan yaiin pelaksanaan di

bidang:

Pergyelidikan Limnam;

Eksplorasi;

Studi kelayakan;

Konstruks) Poriambangan;
Fengangkutan,

Lingkungan Pertambangan;

Heklamasl dan Pascatambang;
keselamatan Pertambangan; dan/atau
Penigmibangan.

PR e a0 TR

Ketentuan  lebih lanjut  mengenal  penggunsan
perusahaan  Jasa Pertambangan  lekal danfatau
nasional dianir depgan argu berdasarkan Peraturaty
Pemnerinlab,

Eetentuon ayat {2] Posal 125 divkah schingea Pasal 123
berbunma scbagzal berikut:

{1}

(3]

Pasal 123

Dalam hal pemegang LUF arau 1UPK menggunakan
Jaza Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha
Pertambangan ietap dibebankan ketrsada pernegang TUP
arau JUFk.

Kegiatan usaha Jasa Pertambangan depat dilakukan
alehy BUMN, badlan usaba rohik daergh, BFadan Usaha
gWasly, kMoperasi, aldl persdhasn perseoraogan
srsual denpan Klesihkast dan kualilkast yang
diterapkan aleh AMenter.

Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib
mengutarmnakan ponggunaan  koncaktor lokal  dan
ienaga kerpa lokal.

Q5. Kerenluan . ..
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G5, Kelepiuan Pasal 128 dinbah sehingga berbunyt sebagal
berikout:

[11

(2]

(3

)

(3]

L&}

iPasal 128

Pemegang [UP, [UPK, [FR, atau SIFE wajb membay=r
vendapatan negara dan pendapatan daerah,

Pendapatan negara scbagaimana dimaksud  pada
avat [1} terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan
negara bukan pajak.

Penerimaan  pajak  sebagawnana  duonaksud  pada

avat [2) terdiri atas:

a. pejak vanp menjadi kewenanpgan Pemerintah Pusat
sesual dengen ketchtuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan; dan

be. B dan cokan saesual dengan kKetentuan peratuiran
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan
cukat,

Penenmaan  negaran bukan  pegak sebaganmana
dimaksud pada ayat t2) terdin atas;

uran tetap;

wran preduksi;

kompensasl data informasi; dan

penermaan negara bukan pajak lain yang sah
berdasarkan ketentuarn peraturan
perundang undangan.

RO OE

Pendapatan daerah  sebagasmans  donaksud pada

avat (1] terdir atas:

a.  pajak dacrah;

b, retribus daerah;

C.  Iuran pertambangan rakyat;, dan

ol Tav-lann pendapatan daerab vang sabh berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan,

luran pertambangan cakyvar sebagaimang dimaksod
pade avar (5] burdl ¢ menpadl bagian dan struktar
pendapatan daerah berupa pajak dansatau recrboast
tacsrabh  yang penggunaannys untuk pongelelaan
tambang rokyal sesual denpan kotentuan peratuaran
perundang-undangan.

af, ketwentuan | ..
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9%, Ketentuan Pasal 129 diubah sehinpga Pasal 129 berbunyt
sebagal berikut.

9.

{L]

{2

(3

Pasal 12%

Fermegang [UPK pada 1ahap kegralan Operast Produkst
untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara
waijilr membevar sebesar 4% [empat persen) kepada
Permnerintah Pusat dan 9% (enam  persen} kepada
Permerintsh Daerah dan keoniungan bersih zejak
Lberprodubisi

Oapian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksod

pade Ayal (1) daior sebagat berikiae:

a. Pemerintab Dasrab provins mendapat  bagian
sebhesar 1,5% (satu koma ima persen).

b Pemenniab Daerab kabupaenfkola penghasil
mendapat baglan sehesar 250% (dus kome hima
persen|; dan

c. Pemerintah [Daerah kabupaten/kota lainnya
dalam  provinst yvang sama mendapat bagian
sehasac 200 [lua persen).

Ketentuan  letah lanjubt menpgena; . panghitungan,
pelapuran, den pembavaran bagian Permnerincab Pusal,
darn Pemerintah Taeran doanie dengan atau
berdasackan Perataran Pemenmiah.

Kerentuan Pasal [332 diabab sehinogs berbunyn sebaga
berikut;

Ly

{2)

Prunl 133

Penernirnaan negara  bukan  pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 ayar (4] merupakan
pendaparEan negara dan daerab yang pembagiannya
berdasarkan pringip keadilan dan tmemperhatilzan
dampak kegiatan Pertarnbangan bagh dacrah.

Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan
baplan daesrah disetowr ke kas daecab setelah disetor ke
kas negara sesuai deopan kelenluan  peraturan
perundang-undzangan.

Q. Di antara . . .
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D1 antara Pasal 137 dan Pasal 138 distsipkan 1 {sata) pasal.
vaknt Pasal 1374 sehingga berbuny sebagnt berikut;

Pasal 13TA

(1} Pemertntah Puisat melakiikan PeTnyelesaian
poermasalahan hak atas tunah untub kegalan Usabs
Feriambangan sebapaimana dimaksud  dalam
Pazul 134, Pasad 135, Pasal 136, dan Pasal 137,

{21 Hctentuan Icbih lanjut meongenal penyelesalan bak
Atas tanah sebaaimana dimaksud pada aval (1) diatar
dengdan Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 139 dmbah selungga berbunyw sebagal
b rikiet:

Pazal 139

Menren bertanggung jawab melakukan pembinaan ailas
pelaksanann kepiatan Usaha 'ertambangan vang dilakukan
oleh pemegang LUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kanacralk/Perjanjian, IPR, 5IPB, lzin Penpgangkutan dan
Penjualan, atau TULIP.

Ketentuan Pasal 140 dinbah schingza berbunyi scbagas
bemkut;

Fasal 14

Menien mclakukan pengawasan atas pelaksanaan kegialan
LIsaha Perlambangdn vang dilakuban oleh pemegsng 1UE,
IUPK, VU PK sebagan Relanpetan Operast Lontrak/ Perjanjan,
IFE, SIFE, Izin Pengangkutan dan Ponjualan, atau IDJP,

keentuan Pasal 141 dinbab sehinges berbunyl sebwgad
beriloar:

Pasal 111

(1} Progawasan atas keplatan Usaha Pertambanpgan
yang dilakukan aleh pemegang IUJP, [IUPK, TUFPK
schagal Relanutan Operasi kontrak/Perjanjian, PR,
atau SIPB schagaimana dimaksoud dalam Pasal 1440,
antara lam;

a. tehlns Pertambanpgan;
br. produksi dan pemasaran;

o, keuangan .. .
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kevangan;

paergalaben Jdans Micersl dan Banibarg;

konservas sumber dava Mineral dan Batobar;

keselamatan Pertambanasn;

pengelxizan  linglbunegan hidup, BEeklamast, dan

Pascatambang:;

pemanfaatan barang, Jasa, teknoleg, dan

kemampuan rekavasa dan rancang bangun dalam

nEger,

pengembanpan tenaga kerja tekinia Pertambangan;

1. peogembangan dan pornterdayaan masyvarakat
selemnpdl; dan

k. penguasaan,  pengembangan,  dan penerdpan

teknologl Perrambangan,

T moAan

Pengawasan sebagdimand dimaksad pads aval (1)
hurul 4, huraf o, hurmad L huraf g, dun hurel  k
cdilalakan wolch nspecktur tambang scsudl dengsn
ketentuan peraturan pemindang-undangan.,

Tangpung jawal penpelolaan anegsran, sarana oan
Prasarana, ssrtda oporasional mespcktur  tambang
scbagaimana dimaksud pada ayat (Z) dibcbankan
kepada Menrer.

Pengawasan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
bhur b, hacal ¢, burul d, huraf, b, hurat &, dan
huraf 3,  dilakukan olch  pejabat poenpawas
Pertambangan sesual dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Tanggung |awab peneclelaan anpgaran, sarana dan
prasarans, serta operasional  pejabat pengawas
pertambangan sebagaimana dinmaksud pada agat (4)
dibcbankan kepada Menter.

Pengawasan  sehagaimana dimaksed pada avat (1),
gyat (3], dan avat (4] dilakukan secwra berkala dan
laporan hasil pengawasannva disampdikan kepada
puhik e 511H] dengan kctentuan Peraturan
prrundang-undangan.

102 It antara . ..
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D antara Pasal 141 dan Fasal 42 dimsiphan | [saly) pasal,
vikni Pasal 141A schingpa berbunyi sebapal beriloul;

Mazal 141A

Kerentuan lelwh lamut mengenak  pembinaan dan
pengawasan  atax  pelaksanaan  kegiatan  Usaha
Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
dat Pasal 140 diatur dengan atay berdasarlkan Peraturan
Pemenntah.

Kerentuan Pasal 142 dihaps.
Keterlyan Pazal 143 dihapys.

Keteptuan Pasal 145 diubah sehingps erbunyl sebagal
benkut:

Pasal 145

[1] Masvarakat vang terkena dampak negatt langsung
dari kegiatan Usahe Pertambatigan berhak:

a. memperoleb gant rogl yang lavak akibat Kesalahan
tlalam  penpusabaan Kegiaran  Pertambengan
sesnal depgan ketenbioan peraturan perundang-
undangan; dan/fatan

b, mengantkan pugatan melal pengadilan terhadap
ketugan akibat ponpusahaan Pertambangan vang
menyalahi ketentuan.

(2} Krtentusn menpenal hzk masyarakat vang terkena
dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha
Pertambangan sebapaimana dimaksud pada avat [1]
ditaksanakan sesuzl denpgan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keteninan Pasal 15! diubah sehingga  berbuny s=baga
Bemluag:

FPasal 151

i1} Mecnten berhak memberikan saoksi administrail
kepada pemegang IUF, 1UPK, PR, SIPB, alau |{UP
untuk Penjualan  etazs pelanggaran ketentuan
schapaimana dimaksud dalam Pasal 304, Pasal 41,
Pasal 32 avat {4), Pasal 55 ayat [4), Pasal 58

ayat {4 . ..
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avat 4], Pasal 61 weat (4], Pasal 7O, Pasal 70A,
Pasal 71 ayvat {1], Pasal 74 ayvat (4}, Fasal 74 aorat 16),
Paszaol B&F, Pasal S0 huretf b, Pasal 91 ayat (1),
Pazal ©3A, Pazal 93C. PFaszal 43, [Pasal 96,
Pasal 97, Pazal 98, Pasal 99 avat [l}, ayat (3], dan
ayar (4], Pazal 100 ayat [1}, Fasal 101A, Pasal 104
avat (1}, Pasal 102 ayat [1l), Pasal 105 avat {1] dan
aval [4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 avat (1) dan
avat [2}, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1], Pasal 112
avat {1], Pasal 1124 avat (1), Pasal 114 awvat (2],
Pasal Lo ayar (2], Pasal 1235, Pasal 1234 avat (1] dan
aval (2), Pasal 124 awvat [1], Pasal 125 ayatb (3,
Pasal 126 ayal (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129
avat (1), Pasal 130 avat (2), atau Pasal 1236 aval (L)

(2} Sankst admimstratd schagaimana dimaksud pada
ayat (1} berupa:
a. peringatan tertulis;
. denda:
£. penghentian sementara sebagian ataw seluruh
kemaran  Eksplorasi ataw Operass Produksi;

flan alauy
d.  pencabulan TUPRP, IUPK, IPR, S1FB, atau [UP untuk

Poryualan.
Ectontuan Pasal 152 dihapus.

ketenruan *)zsal 156 diubah zehingga berbunw sebagal
beribout:

Pazal 156

ketentuan Iebih lanjut mengenzun jenis, besaran denda,
tata cara. dan mekatisme pengenaan sanksi adminislratil
tebaguimana dimaksud dalam Pasal 131 distur denpan
Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 137 dihapus.

bctoentuan Pasal 158 dmbah schingea berbuny: scbhagai
berikoat:

Paam] 158

SBctiap orang vang melakukan Penambangan tanpa isin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (Lime) tahuan dan denda paling
banyvak Rpl00000 G00D00,00 [secaliis rmilar rupraty],

111, Kelenluan .
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[etentuan Pasal 139 dinbah schingpa berhunyt schaga
berilkut:

Paszpl 159

Pemeganp TUP, IUPK, [PR, atau SIPB vang dengan sengaja
menyampaikan laporan sebapaimang  dirmaksud  dalam
Fasal 70 huarul e, Pasal 103 ayal [4), FPasal 110, atau
Pasal L1 ayal ) dengan fidak benar arau menyampaikan
keterangan palsu dipidana dengan mdana pergara paling
lama 3 {hma] ahun  dan dends puling banyak
FplOC D00 Q00,000,080 [seratus millar rapiah),

kerentuan aval [1] Pasal 1660 dihapus sehingga Pasal 160
berbunyl sebapai beridout:

Pasal 160

(11 Thhapus.

(2} Zetiap orang yang merpunval IUP atag (UK pada
tabiap kegiatan Eksplorasi tetapl melakukan kegiatan
COperas] Produkst dipiodana  dengean prldans penjdns
paling lama 3 {hma) tshun dan dends paling banyak
Fp1 R, 000, G O00,00 [seratus miliar rumah).

Ketentuan Pasal 161 dubah schingpa berbunyy scbagal
heribeut:

Paszal 161

Setiap orang vang menampung, memanfaatkan, melakulkan
Pengalaban clan fatall Permurnian, Fengembangan
clanfatay Pemanlaatan, Pengatekutan, Penjlalan kineral
dan/fatau Batubarn yang odak berasal dan pemegang IUFR,
IOPR., 1PR, SIFE alan 12in sebapaimana dimaksud dalam
Pasal A0 ayar (3) horul o dan haraf g, Pasal 104, alau
Pasal ]2 dipidana dengan prdans penjara paling lama o
{lirna) tahurn tan denda peling hanyak
B 1000000000, 00 {saratis miliac rupiah).

114, D antara . . .
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D oantaca Pasal 161 dan Pasal 162 disoapkan 2 (sl pasal,
vaknl Pasal 161A dan Fasal 1818 sechingea berbunyt
scbhagar benkut:

Fasal 1AlA

Senap pemegang [UP, JUPK, IPR, artau SIFB vang
mermindahtangankan 0P, IUPK, IPR, atau &IPB
sehagrimana dirmaksod Pasal T0A, Pasal 860 hual a, dan
Paszal 93 ayat (1) dipidana denpan pindana penjara paling
lama 2 {dua}) tahun  dan  denda  paling banvak
B 00, Q0D Q00 CHY (hieres, emiliar rupaah]).

Fasal LGB

(1} Seligp orang yane IUP alay IUPK dicatuyr ateo berakhir
chart Liclak nelaksanalian:
A, Peklamast danfataun Pascatambang; dan/ aan
b, prncmpatan dana jaminan Eeklamast dan/a2tau

dana jaminan Fascalambang,

dipidana dengan pidana penjara pahng lama o (hma)
tahun dan denda paline banvak
Ep 100,000, 000 000,00 [seraas miliar rmipiah)

(27 Helon sanksi pdana sebapaimana dimaksud pada
ayar [1}, eks pemegang 1P atau 1UPK dapat dijarbn
pidana tambehan bempa pembeyvaren dana dalam
rangka pelaksanaan kewajibman Reklamas: danfatan
Pascatambang vane menjadi kewajibanmvea.

Eelenfuzn Pasal 162 cdiobah sehinees berbunyl sebaga
herikut-

FPasal 162

Setlap orang yang merinfang atal menpgangEy kewislan
Usaha Pertambangan dari pemegang [UOP, 1UPK, TPR, afay
=IPE wvang relah memenuln syarat-syarar sebapairnana
cimaksud dalam [Pasal 136 ayat (2} dipidana dengan padana
kurungan paling lama 1 [satu) tahun atau denda paling
banyak Ep LHL000,000,00 (seratus juta mopiak).

16, Ketentuan . . .
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Kotentuan Pasal 264 dinbah schingega berbuny sebhage
beriboac:

Fasal 174

Selain ketenmian sebagpaimana dimaksud dalam Pasal 158,

Pasal 139, Pasal 150, Pasal 141, Pasal 1614, Pasal 1618,

dan Pasal 162 kepada pelaku lindak pidana dapar dikenai

pidana cambahan borupa:

a. perampasan barang vang digunakan dalam melakukan
tindak pidana;

b. peratnpasan keuntungan yang dipecroleh dan undak
pitlana; dan i/ atan

o kewsjiban membayar biava yang fimbul akibat rindalk
Mdana.

Ketertuan Paszal 145 dihapus.

Eetentusn Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 1425

Unrak meningkerkan investasi di bidang Pertambangan,
Pemerinttzh Pusat dapat membenkan keringanan dan
fasilitas perpajakan aesval denpan ketentuan peracarat
perundang-nndangan.

M antara Pasal 169 dan Passl 170 disisipkan 3 fnea) pasal,
vakni Pasal 1894 Pasal 164B, dan Pasal 1690 sehingza
berbunyi selagas ek

Pasal 1694

(1) Kk dan PKEP2B sebagaimana dithaksud dalam
Pasal 169 diberikan jaminen perpartjangan monjadi
TUPK =zelmapai kelanutan Operast Kontrale fPerjatjian
satelah memenuhl persyaratan denpgan ketentuan:

a. koncrak/ porjanjlan yang  belum mempcrolch
perpanjangan dijamin mendapatkan 2 [doap kali
perpanjangan  dalam  bentuk [LUPK sebaga:
Kelanjutan Operasi Kaontrak/ Perjanjian
thasing-masmp untuk jangka wakiy palicg: lama 14
[sepuluh) tahun sebagai kelanjuran operasi serelah
berakhirnva KK atau PKPZE denpan
roempertimbangkan Uy PETInEKatan
PERerITMAAL TIEgAarE.

B kontrok . . .
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b, konlrak/perjamian yane  telah memperoleh
perpanjangan pertama dijjarim uniak diberikan
perpanjangan kedua dalam beniuk [UPK sebapat
kelanjutan Operasi Rontrak/Perjanjian untuk
langka waktu paling loma 10 (scpulah) tabun
schagai kelanjuilan oporas: sciclah berakhirnya
perpanjangan pertama Kk atan PKPZE dengan
mempertimbanglaan upaya penmgkatar
penerimann negara.

Upaya pentngkatan penerimaan negara sebagamans
dirmalizud pada avat (1} haruf a dan haraf b dilakulean
melalur:

d. pengaluran kembali penpenaan pererimaan pajak
dun penerimadn negara bulian pagake; dan Sama;

B luas wilayah IUPK sebapal Eelanparan Operdsi
Kontmal/ Penjan)ian sesudl rencana pengsmbangan
selumh wilayah konwrsk sty peranjian yang
digetupn Mcenterl.

Dalam  pelaksanaan  perpanjanegan [UPK sehagal
Felanjuan  Operasi Kontrak/ Perjanjpan,  seluruh
barang yang diperolch selama masa  pelaksansan
PKPZB vang ditctapkan mergadi barang milik nogarca
letap dEpat dimaniaatkan dalam kEcgiatan
prnpusithanan Pertambangan Batubara sesuml denyean
ketontuan poraturan porandang-undangan.

FPemepgang IUPK scbhagal RKRelanjutan  Operasi
Kontrak/ Perjanjian  sebagumana  dinakswed  pada
ayvat (1] untuk kotnoditas tambang Batubara wajib
melakksanakan  kegiatan  Pengembanpan dan/ataa
Femanlaatan Batubaca di dalam neger sesum denpan
KetenTLan perdl Uran perundang-umdangarn,

Femecgang  IUPK schagal kelanjutan  Operasi
Kontrak,/Peoanplan untuk komoditas tambang
Balubiara  wanpg  1elah melaksanakan kewajiban
Penpernbarngan  danfatay Pemanizsltan Balubars
secara terinteprast o dalam nepen seausl renoans
pengernbangan sclurubh wilavah  perjdanjimn yang
diselupn Mentert dibenkan perpamjangan sclama 13
[mepuluhl tahun setiap kall perpamjanean  sciclah
memenubl  persyaratan sesual  dengan  Ketentuan
perdturan porundang-undangon.

Pazal 10498 . . .
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Pasal 1698

Pada saat IJPK sebapai  kelanjutan {Operasi
Konrrak/Perjanjian  sebagammana  dimaksud  dalam
Pesal 169A dikerikan, wilayah rencana pengembangan
selurah wilavah yang disetuju Mentern menjadl WIUPK
untuk tahap Kegiatan Jperas] Produlos:.

Untuk memperoleh [DPR sebaga Kelanpulan Qperas
Kontrak/Perjanpan  scbapaimana  dimaksud  pada
avat (1), pemegang KK dan PIP2B harus mengajukan
perrmubonan kepada Menteri paling cepat dalam
Jangka waktu 3 (lima) tahun dan paling lambat dalam
jangks waktu 1 {satup tahun sebelum KK dan FEP2ZE
berabkchir.

Mcntoen dalam membernikan [UPK schaga Kelanjdian
DOperast khontrak/Peranijian sebagaimana  dimalisecd
puda wyat {1] dengan memeettimbangkan
keberlanjutan operast, optimalisasi potcnsi cadangan
Mincral atau Bawibara dalam rangka konserrasi
Mineral stau Balubara dari WIUPK wntuk whap
kepgiatan  Operast Produkss,  scorto kopontingan
nasiinal.

Menteri dapar menolak permohonan IUPK sebapgal
Kelanjutan Qpernsi Kontrak ! Perjanjian sebagaimana
dimakswl  parla avwt (1], jika berdasarkan hasil
evahlant, pemegang Kk dan PKP2B tdak menunjuklkan
kinerna penpusahaan Pertambanzan yane baik,

Pemegang kKK dan PEPZE  dalam  mengajukan
permmahonan [UPK sebagal Kelangatan  Operazi
FEontrak /Peparian duwpal mengdjukan permohonan
wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan (Operasi
Produksi kepada Menrer untuk menmmang kegiatan
Uzaha Pertammbangannya.

Pasal 14590

Pada saat Lindang-Undang ini mulai berlaku:

El.

IUF, IUPK, iPR, [UP Operast Produksi khusus untuk
penganskutan dan pemualan, 1UP Operasi Prodoksi
utttuk penjualan, dan IWIP vang  relah ada sebelum
erlakunya Undang-Undang i1 cdirvarakan retap
berlake satnpai Berakbirmys jzio.

b, IUE, ..



SK Noiedll A

b.

él.

PRESIDEM
REPLALIK INDOMNESIA

- .

IUF, IUFK, IFE. 1UF Operast Produbkst khusus untuk
pengangkutan dan penjualan, 1UP Operaz Produksl
untuk penjualan, dan ICJP yvang  telah  ada sebelum
erlakunya  Updang-Undang  ind wapb  memenalu
ketemigan terkait Perizinan Berusaha sesual dengan
ketenilvan dalam Undang-Undang ini dalam  [anghka
wakly 2 {dua) tehan sejak Uodang-Undang ini berlaku.
gubermur wajity menyerahkan dolumen IUP Eksploras:,
IDP Operas Produks, 1IPR, IJP Gperazt Produksi
khusus untuk peneangkutan  dap penjualan, WP
Crperasl Prodoks: aniak penpialan, dan (WIF yvang
rmenjadi kewrcnanganny:s sebelum berlakunya
Undang-Undang ni kepada Menteri dalam  jangka
waktu  pahng  lambat 2 {dua}l lshun  sejsk
Undang Undang 10l berlaku antuk diperbaran olch
bMenter.

Befeniuan yang  fercantuum dalam [UP dan [UPK
schagaimanya dimaksud pada bunsla hacgs disesuailan
dengan ketentuan Undane-Undang inl dalam jangka
wakiun  paling  lambat 2 ({dua}) tahun  sejak
Undang-Undang im berlaku,

IVE Opcorast Produkst khusus untuk penpolahan dan
peruurruan  yang ditcthitkan  scbelum berlakunya
Undang-Undang 1ni1 dizcsualkan mergadi penzinan
usaha industrl vang diterbitkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang perindustrian dalam
jangka waktu paling lambat | {satw} tabhun seak
Urnedang-Undang im berlaky.

Dalam hal belam terdapat pejabat pengawas
Perlambangan sebagaimans dimakenad dalsm Pasal 141
ayat (4], progawasan  aras keplatan Usaha
Pertambangan vang dilakukan olch pemegang 1UP,
1IUPK, IUPK sebagan Kelanyutan O perasi
Kontrak/Perpanjian, [PR, arau SIPB dilakukan oleh
pejabat vang dironjuk cleh Menceri,

seluruh  kewenangan Pemerntah  Daesrah  dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tenkang
Pertambangan Mincral dan Batubara {Lembaran Ncogara
Ecpublik indoncsia Tohun 200% Nomor 4, Tambahan
Lembaran Meogara Bepublik [hdonesia Nomor 495%59| dan
Undang-Undang  Jain  yang m™mengatur enlang
kewenangan Pemerintalh Dasrah all bidang
Pertambanean Mincral dan Batubara wagib demaknai
scbagal  kewenangan  Pemerintall Pusat kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

12{). D1 ancara . ..
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120, [n anture Pasal 170 dan Pasal 171 disizapkan | sary)
pasal, yvakn Pasal 1704 schingga berbunyt sebagal benkuat;

121.

{1]

2}

(3}

Fasal 1704

Femegang KK, [UP Operasi Produks;, atau [UPk

Operast Produkst Mincral logam yang:

a. trlalh  metakukan  keglatan  Pengolahan  dan
['cmurnlan;

b, dalam proses pemmbangunan fasilitas Pengolahan
dat farau Femurnian;, dan/atau

o, telah moelakukan kegasama Pengolahan dan/aran
Pemumian  dengan pemegang [OF Cperas
I*rodukst, IUPK Operasi ‘roduks: laimmnys, atau IUP
Operasi Produksi khusus unuk Pengolahan dan
Pemurnian atau  pthak lam vang melakukan
keglatan Pengolahan dan/atan I'emurnian,

dapat telakukan Penjualan produk Mineral logam

tertentu yang belum  dimurnkan dalam jumlah

terterary ke luar negen delam janpks waktu peling

lama 3 (tiga)] rahun sejak Undang-Undang im mulai

berlaku.

Pemegang KK, 1UF Qperast Produls, artan IDPK
Operast Prodduks; Maneral Ingam vang melakulkan
Penjualan prodduk klineral logam fectenry ke luar
negert scehagaimana dirmaksud  pada ayar [ wajile
membiarar hea kKeloar  sesosl denpan Heleniuan
prraturan perandang-undangan.

ketentuan lebih lanjut mengenal Ponjuaian produk
Mineral logam tertentu yvang belumnm dimurnikan dalam
jumlah tertentu ke luar neger sebapabnana dimaksud
pada awvat [1} diatur dalam Peracuran Menteri.

Di antara Paszal 171 dan Pasal 172 disizipkan 1[satu)
pasal, yvakm Pasal 171A schingga berbunyi sebagai berikut:

Paszl 171A

Wilavah cks KK atau PKP2EB dopat ditctoplan meonjadi
WUPHK atau WPN scsual hasil evaluast Monteon.

122 i antars . . .
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122, I antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 5 (lima)

pasal, yakni Pasal 172A, Pasal 1708, Pasal 172C, Pasal
1720, dan Pasal 172E sehinges berbuny sebapa boenikoat:

Pawal 1724

Ketentuan  terkail hak, kewajibon, dan larangan bag
pemepang JUFPK pads tahap keplataen Operast Poodalese
sthagaimana diatur dalam Undang-Undang im berlaku
secaTd mutatls muiEndis terhadap [UPK sebagan Kelanjulan
Operast Kontrak! Penanjian kecuali yang ditzntukan lan
dalam Undang-Undang .

Pasal 1728

(1 WP, WTUPK, arau WPR yvang telal chheriloan izinnyva
dalam benluk ILUP, IUPK, ataw PR waph digdelineaz
sesual dengan pemanldalan ruang dan kewasan untuk
kepiatan Ulsabs Pertambongan sesumn dengan
ketontuan peraniran penundang-undangan.

(2} Pemernintab Pusal dan Pemerintah Dacrah menjamin
Lielak ada perubahan pemanlaalan riang dan kawasan
schaguimans dimaksud pada avat (1] pada WIUF,
WILIPK, alau WPE vang 1elab diberikan izinnya.

Pasal 172C

Luas wilavah 1UF Operast Produksi hasil penvesuaian
kuasa pertambangan  yang  diberikan kepada BUMMN,
berlaku zampai dengan herakhirnva jangka wakha TUPR
Operag Produlisi

Poasal 1720

Pomegang TUP galau IUPK vang melakukan peoingkatan nilai
tambah bMineral Logam alan Balubara secara lerintegras
sebelum berlakunys Undang-Undang in diterkan jangka
waktu dan luas wilayab TUP aleu IUPK sesuai dengan
kerentuan Undacg-Undang ind.

Pasal 172E . ..
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Pasal 172E

Ropcana  pengelolaan Mineral dan Batubara nasional
sebragaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajlb dilctapkan
olely Menteri dalam jangka wakro paling lambatc 2 {dua)
rahun scjak Undang-Undang ime noalal berlaku,

Di antara Pasal 173 dan Pasal 174 disisipkao 3 [tiga) pasal,
yaknil Pasal 173A, Pasal 173B, dan Pasal 1730 sehingea
Berbunyl gebagal berikut:

Pasal 173A

Ketentuan dalam Undang-Undang im berlakuy upa bagl
Provinsl Dacrah [stimews Yopyskaria, Proving Daerah
Khusuz Ibukota Jakarta, Provinsl Acch, Provios Papua
Barar, dan Provins Papua scpanjang tidak dialur secara
khusus dalamm Undang-Undang YALE [MLETIEALUT
keigtitnewaan dan kekhususan Bacrah tersebut,

Pasal 1738

Pada saal Undang-Undang nl mulal berlaka, ketentuan
mengenai  pembagian urusan  pemenntaban  konkuren
anfara Pemeorintah Pusat dan Pemerintah Dacrah provinsi
tlan Pemerintah Daeraby Kabupatendkora pada Angka |
Mairiks Pemmbagian Urnsan Pemerintahan Konkuren Antara
Pemernintah Pusat dan Dastah provins: dan Dasrah
Kabupaten/ Kota huruaf o PemnbEpian Utusan
Pemerintahan Bidang Energl dan Sumber Uava Mincrul
Mo 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yanp tertuang
dalain Lampran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
datri Undang-Undang MNeomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemerintabian Daerah [Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Notnor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
Leberapa kali dinbab terakhir denpan Undang:Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas
Undang Undang  Memor 23 Tahun 2014 rtentang
Pemerintahan Daeraby [Lembaran  Nepara  Repulilik
[hdonesia Tahun 2015 Momor 38, Tarmmbahan Lembaran
Mepara Republik Indoneszia Nemor 5679, dicabot dan
dinvatalkan tidak berlaky,

Pagal 1730 . ..
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1] Pelaksanaan kewenangon pengelolaan Pertambangan
Minerzl dan Batubara eleh Pemernintah Daerah provimsi
vang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
Norar & Tahun 20048 entang Fertambangan dineral
dan Datybara {Lembaran Nepara Hepablik Tndonesaa
Tahun 2009 Noroor 4, Tambaban Lemlmcan Mepara
Reputlik Indonesia Nomoe 4959 dan Undang-Tindang
lain vang mengalur tentang kewenangan Pernerintah
Dacrah di bidang Pertambangan WMineral dan Balubara
tetap berlaku unruk jangka wakou paling lama o
fenam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini
mulay berlaku atau zampal deopan diterbitkannya
peraturan pelaksanaan Undang-Lndatg .

2} Dalam  jangka wakty  pelalsanasan Kewenangat
pengeltlaan  Peclambangan Mineral dan Datobara
sebapaimand dicnaksud padas aval (1) Menrer atau
puberoyr tedak dapar menertnian peridinan Yang hary
sebagaimana diatur Jdalam Undang-Unpdaneg Nomor 4
Tahun 2009 rentang Pertambanean bMineral  dan
Batubary  [Lembarun Negara  Bepublik  [ndonesis
Tahun 2009 Noemeor 4, Tambahan Lemmbaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 4959 dan Undang-Undang
lam yang mengatur tentang kewenansan Pemerintah
Dasrah  di bidang Pertambangan  Mineral dan
Batubara.

124, Retenwuan Pasal 174 diubah sehinesa berbunyl sebagal
hepikoat:

Pasal 174
Peraturan pelaksanaan Undang Undang i haras telah
ditctapkan dalam  wakow 1 (sarn) tahun scjak
Lndang-Undang inl mulat berlaku.

Basal II

Lndung-Undung w1 mulal berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Apgar . ..
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Agar  setisp orang  menpetahuinya,  memenntabilban
pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negora
Repuhlik Indonesia.

Nsahkan i Jakaria
pada tanggal 10 Juni 2020

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

tid.

JORC WL

Ciundangkan d Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASL MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

1rd.

YASONNA H. LAGLY

LEMBARAN NEGARA REPLIRLIK TNDONESEA TARLTN 2020 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIANM SEKRETARIAT NEGARA
REFUBLIK INDONEEIA
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FENJELASAN
ATAS
UNDANCG- UNDANG REPUELIK INDONESLA
NOMOE 3 TAHLN 20220
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TRENTANG PERTAMBGANGAN MINERAL DAN BATUBARA
. UMILAN

KMineral dan Batubara schagal salah satu kekayaan alam wang
tcrkandung di dalam bumi mecrupakan sumber daya alam yang fidak
tcrbarukan, scsusl dengan ketentuan Pasal 33 avat (31 Undang-Undang
Dasar Megara Hepublk Indonesia Tahun 1945 dikuazal oleh negara dan
dipunakan untuk schesar-bezarnya kemakmaran rakvat. Negara melalal
Femenntall Puzat bertanpgsung jawab atas penggunaan Mmeral dan
Barubara yang ada di wilavah Huokum Negara Resatuan Republik Indoncsla
melaluli pengelelaan dan pemanifaaran Minecal dan Barulmea  secara
optimal, efektil, dan elisien sehingpa dapat mendocong den mendukong
perkembangan serta kemandirnan pembanganan indusio nasional berbasis
sumber dava Mineral danfatau energl Balobara.

Dalam prerkembangannyy, landasan hukum vang ada, vaitu Undang-
Undang Nemoer 4 Tahun 2009 entang Pertambangan Mineral dan Batubara
dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permaszalahan serta
kondisi aktual dalam pelaksanaan pongusahaan Pertambongan Mineral
dan Bartubara, termasuk permasalahan lintas sekioral aniaca sekioo
Pertombangan cdan sektor nonpertambangan. Berdasarken hal tersebor,
perlu dilakukan penvempurnaan terhadap Undang-Undang Normoe 4
Tahun 200% rentang Pertambangan Mineral Jan Batabara  anfuk
memberikan  kepostian  hukum  dalam kegiatan  pengelolaon dan
penpuszhaan Portambangan Mincral dan Batubara bagi pelaky osaha i
hidang Mineral dan Batubara.

Sebagal penyempurnaan  terhadap Undane-Undang  MNoroor -]
Tatian 2009 lentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapar materi
miatan baryg yang ditambahkan dalam Undang-Cndang ini vaitu:

1. pengaturan terkart konscp Wilayah Hukum Portambangan;
2. kewenangan pengelolsan Mineral dan Batubara;
3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;

4. pETIUEESAD - .
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4, penuessan kcpada lembaga risct neeara, BUMN, badan wsaha omilil

claerah, atau Badan Usaha ontuk oelakukan Penwelidikan dan

Peniehtian dalam rangka penyiapan WILP.

proevatian peran BUMMN;

prngaturan  kemballt perizinan dalam pengusahaan Mineral dan

Batubara termuasuk di dalamnva, konsep perizinan baod teckar

pengusahaan batban untuk jems tortcntu atau untuk keperluan

tertentu, se1ta perizinan untuk pertambangan rakorar; dan

7. penguatan kebiyakan terkont pengelolaan bngkungan hidup pada
kKegiatan usaha Pertmmbangan, wennasulk pelaksanaan Heklamast dan
Fascatambang.

o o

Dalam WUndang Undang il juga ddakukan pengaturan kembali
terleat kebijakan peningkatan nilai tambal Mineral dan Batubara, divestasi
sabatm, peminnaan dan pengawaszan, penggunaan lahan, dara dan
inlrmazi, Pemberdayaan Masvaeakat, dan kelanjutan operasi  bag
prmerang RK atau PREZG.

Il rasaL DEMI PASAL

Pazal |
Angka 1
Pasal |
Cukup jclas,
ATizha 2
Pasal 4
Cukup jclas,
Angka 3
Fasal 5
Avart (1]
Culap jclas.
Apat (2]
Yang dimeksud denpan “Mineral takan logam jenis
terteniu” adalah Mineral bukan legam wang bernila
tingel dan tidak mudah didapatkoan (antara lain intan
dan balu mulia) atan Mineral bukan logam  vane
dibuiahlkan untuk menjamin pasokan industo strategis
[Aantura lan oty gamping, @y, dan pasir Kuarss untuk
inelLstrt semen).
Myal (3]

Culcap jelas,

Angka g ..
Sk Mo 036437 A
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Angks 4
Frsal &
Avat [1}
Hurui a

Cukup jelas.

Humi b

Cukup jelas.

Hural &

Cukup jelas.

[Marul cl

Culoap jelas.

Huraf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf |1

Cukup jelas.

Huruwf 1

Culup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Humaf k

Culap jelas.

Elurul ]

Coubevge jelas.

Hurul m

Culup jelas.

Huruf n

Culoap jelas.

SKOMNo D3040 4
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Huruf o
Fengelolaan penenimaan negara bukan  papak
tencakup PErETICANAALL, pelakzanaan,
PET LA R TIE) A wa T tdan PtRgaasan
berdasarkan Ketenrmian  peraturan perdndang-
undangan.
Fenetapan  poenenomaan negara bukan pajak
merupakdan bapisn dar pelaksansan penerimEan
nepara bukan  pajak  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf ¢
Cukup jclas.
Huruf q
Cubup pelas,
Hurual
Cgkeup pulas.
Huruf s
Cukup julas,
Hurul L
Cukup jclas.
Huruf u
Cukup jzlas,
Hurul v
Cukup jelas.
Hural w
Cukup jelas.
Avat 2]
Cukup jelas.
Ayt (3]
Cukup |clas.
Angka 5
FPasal 7
Dilapus.
Angka .

SK Mo 030430 4
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Angka &
Pasal B
hhapus,

Angka 7
BaB 1Va
Cukup elas.

Angka 8
Fasal fA
Cukup jelas.

Pasal BB
Cukup jelas.

Angka 9
Fasal 4
Cukup jelas.

Angka 110
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pazal 11
Cukup jalas.

Angla 12
Pasal 13
Dibiapias.

Angka 13
Pazal 14
Dihapus.

Anpgka 14
Pazal 144
Cukup jelas.

Anpka 15
Pasul 10
Chbapus,

Angka 14
Pasal 17
Cukup jelas.

SK Noil36edsl A
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Anghka 17
Fasal 17A
Cukup jelas.

Pazal |7H
Avar (1)
Pelaksanaan Pooyelidikan dan Penclitian ol:h lembaga
TisCE negard yang mendapatican penugasan dibiayal oleh
Femenintah Pusat.

Avar (2]
Cubng jelas.

AyHL (3
Clakup jelas.

Aan (4
Cubkup jelas.

Angka 158
Pasal LH
Ayat {1]
Cuklap jelas,

Avat (2]
Hurul &
Penvelhdikan dan Penelitian vang dilakukan aleh
Menteri termasuk Penyvelidikan dan Penelilian vane
dilakukan aleh lembiagsa riser negara, BUMN, badan
usaha milik daerah, dan Baden Usaba berdasarkan

PENPASALL.

1Turuf b
Cukug jelas.

Huruf &
Cukup julas.

Anpgka 14
Pasal 21
Dihapus.

Angha 20
Paxal 22
Cukup jelas,
Anpla 21 ..
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Pasal 224

Angka 22

Pasal 27
Awat [1]

Angka 23

Cukup jelas.

Dihapus.

Aoval [2)

Fang dimaksud dengan “sebapion atau seluruah Toas
wilavahnya" adalah untuk meonentukan persenlase
besaran luas dan balas wilayah vang akan oi usahakan
pacds suat wilavah vane telah ditela ploan menjadi WEN.
Wilavah vang didelineas: dan ditetapkan menjad WPN
merupakan wilavah vaneg memilikl cadangan  alaw
sumber  dava komoditas BMinecal lopam danfata
Batubara dan berada di wilavah kenservasi, lindung,
atan wilavah lain vang tidak dapat divsahakan untak
Pertambangan, sehingea perzetuguan Dewan Perwakilan
Ralkvat Republik Indonesia diperlukan aekalipus dalam
rahgksa persetujuan perabahan Logsi kawasan atan
perantukan tara ruang- Prinsip pemilihan sebapian atag
selurubh wilayah melipuh kadah-kaidah daya dukung
lingkungan, dava tampung keoiatan, kenserras sumber
duva dan cadangan, dan kebutuban neopara wvang
mendcsak.,

Avat (3]

Cribapus.

Ayat (4]

Cukup jelas.

Pazal 27A

SK Mo 030433 A

Huruf a

Mineral logam ermasuk Mineral logam tanah jacang.

Huiarmil

Cukup jelas.

Huruf ¢

Culap jelas.

Hurual o

Cukup jelas.
Anglea 24 .
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Anghka 24
Pasal 28
Cukup jclas.

Anpka 2o
Pasal 31A
Cukup telas.

Angha 26
FPasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayut (2]
Cukup jelas.

Mvar (3)

Huruf a
Cukup pelas.

Nurul' b
Cukup jelas.

Hueal ¢
Cukup jelas,

Huruf d
Chukup jelas.

Hurufl e
Cukup jetas.

Huruf I
Yang dimaksud dengan *izin penupgasen” adalah
1zin dalam rangka pengusabaan Minera! radioaklil
sesuai dengan kel ETiEEn PETALLCAT
perundang-undangan di bnidang ketenaganuklircan.

Hurui g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jetas.

ITucuaf
Cukup jelas,

Soval (4, L
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Aval [d]
Pencdelepasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh
Pemerinfah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi
didasarkan peda prinsip efeltivitas,  efisiensi,
akuntabilitas, dan eksiemalitas dalam penyelengearaan
urasan Pemerintihan, anlara lain dalam pemberian [FR

dan SIPB.
Anygha 27
Pasal 360
Avar (L]
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Keglalan Pengolabhan dan Permurnian dilakokan
terhadap  Mimeral Ingam. Kegeatan  Penpolatan
dilakukan terhadap Mineral buken lopam dan
batuan,
Avar 12|
Cukup julas.
Angka 28
Pazal 364

Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan”  adalah
kegialan uniuk meningkatkan status kevakinan data dan
rfvwmasi peolog berupas sumber dava danfatag cadangan
pada lahap Operast Produaks,

Angka 29
Fasal 37
Dihapus

Angka 30
Fasal 38
Crukuap Jelas.

Arghka 21
Fasal 32
Hurl a
Profil pcrusahaan paling sedikit rerdiri atas nama,
alamat, pemegang sabam, direks:, bkomosaris, dan
nomor pokok wajily pegak.

Huruf b, ..

SK No (3ed38 A



ﬁ »

PRESIDEMN
REPUHLIK IMDOMNESLA

10 -

Hurul b
Cukup jelas.

Hurudl ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Culkup jelas.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "modal kerja® adalah medal
yang harus dimiliki pemegang TUP uniuk melakiakan
keplatan Eksplorasi.

Fluruf 1
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup |elas.

Hurul h
Cukup jelas.

Hurui i
Cukup jelas.

Hurui;
Cukup jclas.

Hurul k
Cukup jelas.

Hurul |
Yuang dimaksud dengan *dokumen lingkungan™ adalah
dokumen vang disusun uvoruk melaksanakan tahap
Operast Produkse.

Hural m
Culoup jelas,

Angka 32
Pazal H
Cubkap julas.

Anplea 33
Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf In . ..
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Hurut b
Cukup jelas.

Huruf o

Yarigg dinaksued dengan “Mineral bukan logam jernos
tertenlu” adalah Mioeral bukan legam vang bernila
tineggl dan tidak muodah didapatkan fantara Jam inan
dan batu mulia] atau bMincral bukan logam yank
dibutuhian untuk menjamin pasckan industi strategls
[antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarss untuk
industry scmc).

Huraf d
Cukup jclas.

Huruf «
Cukup jclas.

Angka 34
Fazal 424
Cubcup jelas.

Angka 35
Fazal 43
Dihapls.

Anglea 36

Pasal 44
Mhapns.

angka 37
Fasal 1%
Dihgapnas.

Angka 38
Faszal 46
Axat [1}
Jarinan diberikan  setelah memenahl persyaratan
SEELAN denpan kelentian PUTHLUTAN
perundang-undangan.

faat [2)
Culup jclas.

Aval [3)
Cabougs pelag,

Angka 39 ..
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Anglka 39
Fasal 47
Cukup iclas.

Angka 40
Fasgal 45
Dihapus.

Angka 41
Fasal 31
Culup jelas.

Anghn 42
Pasal 22
Cubkup jelas.

Anpka 4.3
Fagzal 54
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 55
Cukup elas.

Anglka 45
Pusal 57
Cukup jelas.

Angka 46
Pazal 58
Cukup jelas.

Anpla 47
Panal 60
ko pelas.

Angka 44
Fazal &1
Avat [1)
Cukup jelas.

Aral [2)
Apalnla dalam WIUP rerdapat komoditas tambang lain
yvanr keterdepatannys berbeda secara vertikal maupan
horeemital, pihak Taine dapat mengusahakan Kemoditas
tambmng lmin tersebar. Komoditas lambange tain dapat
berupa Mineral Tpgam, Mineral Takan Ingamn, hatuan,
kecuals Mineral radicakril.

Avat (3] . ..

SK HNo 026438 A
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Avar {3)
Cakup jelas.

Aval [
Cukup jelas.

Angha 4%
Poasul H2A
Avat (1)
Yang dimaksud denpan “konservasi® adalah optimalisasi
dan efisiens1 cadangan.

Avat (20
Cukup jelas.

Anpla S0
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka o1
Paxa] 66
Cukup clas.

Anghka 52
Paszal 67
Cukup ielas.

Angha 53
Prasal H&
Cukup jclas.

Angka 54
FPasal 7O
Cukugy jelas.

Anphka 5o
Pasal 70A
Cukup jelas.

Angka 56
Fazal 72
Cukup jelas.

Angha 57
Puasal 73
Cukup jelas.

Angka 58
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Anghka o8
Fasal 75
Cukup jalas.

Angka 5%
Fazal 21
Dihapus.

Arigha B
Fasal B2
Dihapus.

Arngha Bl
Pasal 83
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Culwup jelas.

Huruf «
Rencana pengernbangan selurtlh wilayah  disueson
berdazarkan hasl keglalan Eksplorasi dan Studi
Kelavakan.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurul ¢
Cukup jelas.

Huruf I
Cukup jclas.

Hurul g
Cukup jelas.

Hurul h
Cukup jclas.

Angka 62
Fa=zal 834
Cukup jelas.

Fasal H3B . . .
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Fasal 358
Avat [1}
Yanp dimakaud dengan "konservasi” adalab optimalisas
clan eligiensi cadangan.

Aval [2)
Cukup jelas

Angka &3
BoR XTA
Cuku jelas.

Anglka Od
Pasal 864
Avat 1)
Yang dimaksud dengan “batuan jenis terteniin” adalah
batuan vang digunakan untuk kebutuhan konstruksl.

vang dimaksud denpan “untuk keperluan werienid”
adalah  keperluan untuk  mendukung  proyek
petonbangunan yang diblayal oleh Pemernntah Posat
dan/atau Pemerintah Daerah.

Avat [}
Cukup jclas.

Aval [
Cubkup jelas.

Aval (4
Cukun jelas.

Avat 15)
Cubup jelas.

Ayar by
Cukup jelas.

Avar (7]
Cukup jclas.

Avar (3]
Cukup jelas,

Pasal BoB
Culiap jelas.

Pas=al 800 . .,
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Fasal A6C
Cukup julas.

Pasal SGL
Cukup iclas.

Pasal 86E
Cukup clas.

Pas=al RoF
Huruf a
Yane dimaksud dengan “kaidah Pertambangan yang
k™ adalah pemenuhan kesclamatan Pertambangan
dan perlindungan lingkungan hidug.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurul o
Cukup jelas.

FPasal 3607
Cukup jslas,

Fasal &6l
Cukup jelas.

Angka H5
Pasal 87A

Cukup jclas.

FPaxal R7TH
Cukup jelas,

Fasal 370
Cukup jelas,

Fasal ¥7 0
Cukup elas.

Angka 6

Pasal &5
Cukup elas.

Anglka 6°F _ ..
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Anghka 67
Fazal 91

Avat (1)
Yang dimaksud dengan *jalan Pertambangan™ adalah
jalan khusus yvang diperuntukkan unouk  kegiatan
Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau
area provek vang rerdiri atas jalan penunjang dan jalan
tamhang.

Asat (2)
Culkup jelas.

Avat (3]
Cukup jelas.

Avat 14)
Cukup jelas.

Avar {3
Cukup |clas.

Angka B

[*asal 92
Cukup jclas.

Anglka 6%
Pasgal @03
Culkup jelas.

Anglka 70
Pusnl 934
Avat {1)
Yang dimaksud dengan "zaham” adalah saham vang
tidak rerdaftar di bursa saham Toedonesia.

Avat |Z]
Cukup jelas.

Pasal 91R
Culmp jelas.

['azal 93C
Cukup jelas.

Anghks 71
Fasal 9&
Cukup jclas.

Anghka 72
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Anpka T2
Pasal G0
Cukup jelas.

Angka 7
Fasal [00
Cukup jelas.

Angka 74
Pasal LU
Cukup jelas.
Anpghka 75
Pasal 1014
Culkoan jelas.
Anpka 7B
Pasal 102
Awvat |1}
Cukup jclas.
Avart [2)
Penpembangan Batubara antara lain dopat borapa:
a. peningkatan mutu Batubara feoal upgrading,
Ir. pembwaran briket Batubara froal briguetlingf,
. pembuatan kokas feoking;
. pencairan Barabaca jeeal flgeefuction);
e gasifikasi Bamubaca  (enal gasification) 1ermasulk
underground coal gasificanon; dan
. campuran Batubara-air feoal shirydcoal  water
mixture).
Pernandaatan Dalubara amara lain dengan mem xanguan
sendiel PembAngkil Lisirik Tenapa Uap [PLTU a1 oald
Lamibraog.
Awak 03]
Huruaf 4

Peninpglatan nilai ekornon: adalah peninglacan
nila: tarmbab ates peeduk mineral di dalam negen
vahg mampu memberikan wnfaat skononmd secars
nptimal hagl nepgara, penyedisan rantal pasok
{supply ekar) WMineral dalem ranegks penvediaan
clan perngembangan indosin dalam negern dengan
memperiimbanykan keungeulan komparald
sumber daya bimerzl, dan kelanatan opcrasi
Periambangan.,

Hurafbk...
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Huruf b
Cubkup jelas.
Avart |4)
Cukup jelas.
Angka 77
Pasal 103
Culkup jelas.
Anphka 78
Pasal 104
Aval {1]
Hural a
Cukup jelas,
Huraf b
Yang dimaksud dengan “pihak lain™ adalab pibak
vang tmendapatkan penzinan antuk  kegiatan
Penpolaban danfatau Pomueman vang diterbatkan
lerclasarkan ke1eTniaAn [EFATUF 2N
perundang-undangan di bidang perindostriat.
Ayl [2)
Yang dimaksud dengan “pibale [2in® adalah pihalk vang
mendapatken persanan untok kegiatan Peopembangan
flanfaran Pemanfaatan Batnhara yang  diulerbarkan
bardagarkan kefaniuan peraluran parundang-
undangan di bidang perindustrian.
Anglka 79
Paszal 1044

Cukup jelas.

Fasal 1048
Cukup jelas.

Angka S
Pasal 105
Cukup jelas.

Angka #1
Fasal 106
Pematfaatan tenaga kerja selempat dilakukan denpan retap
memperumbanglzan kompetenst dan keahlian tenaga kerja
vang tersecdia.

Eotentugan . - .
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Karentuan ini dimaksudkan uountuk mendokung  dan
menumbuhlkembangkan kemampuarn nasional agar letnh
Mampu bersaing.

fngla 4
Pasal 108
Cukup jelas.

Anpha 83
Pasal 112
Ayrat (1]
Yang dimaksud dengan “Badan Usaba swasla nasional®
adalah badan usaha vang berbadan hukum Indonasia
vang kepemitikan sahamnya LOD% (seralus  persen)
dalam neger.

Aval [Z)
Cukup jelas.

Avat [(3)
Cukup jelas.

Ayat [4)
Cukup jelas.

Angka =54
Masal 1124
Cukup jclas.

Angka HS
Fasal 113
Ayar (1)

Yang dimaksae dengan “suspensi” adalah pelaksanaan

penundaan alal penangpuban keplatao gsaha

Fertambangan unituk sementara waklo.

Hurul a
Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan
sipil, pemberonakan, epidemi, gempa bumi, banjir,
kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di
lauar kemampuan manusia.

Hurul b . . .
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Huirul Ia

Keadasn vang menghalang anrara lain hinkade,
pemuogokan.  perselisihan perburubhan i loar
kecaalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan
poraturan  perunddang-undanpan  Glaud [EriAmEn
terkait yang drcrbitkan oleh Pemenmlah Pusgat
atat Pocmerintalh Dacrali schingga menychabkan
tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha
Pertambangan Mimneral atau Barubara yang scdang
herjalan.

Hurat c

Yong dimaksud dengan “kondist dava dulung
lingkungan” adalah apabila kendis daya dukung
lingkungan  wilayah  tersebur fdalk  dapat
menangpung  beban kegiatan operasi produksi
Mineral an/atema Bafubara yang dilakukan di
wilavahnya pada kondisi saar ind.

Avat {2]

Cukup jelas.

Avat [3)

Cukup jelas.

Avatl |4}

Cukup jelas.

Angka 86
Pazal 114
Cukup jelas.

Anghka 37
Prasal 11E
Cukup iclas,

Angka B4
Pazal | 19
Cukup elas,

Angha 59
Paszal 121
Cukup jelas.

Angla S
Fasal 122
Cukup Jelas,

SH No 0360447 A
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Angka 4l
Pasal 123
Cukup elas.

Angka B2
Fasal 123A
Cukup jelas.

Fasal 1238
Avat {1]
Cukup gelas,

Agat (2§
Yaong dimaksad cengan "lasilicas penimbunan”
adalab fasihtas untuk melakokan penimbunan
Mineral dan/alsn Batubara vang lazim disebuat
sk e

Syak (3]
Cukup jclas.

Angks 92
Pasal 124
Cubkup jelas.

Anpka 94
Pazal 125

Cubogr pelas.

Angka B3
Fasal 128
Cukup jelas.

ATipkia DG
Paral 129
Cgdeapy jelax.

Anglka &7
FPasal 133
Ayak (1)
Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan dan
memperhatikan dampalk kegatan Pertambangan bagi
daerah” adalah membapibasilkan penerimean negacs
bukan pajak secara propoarsional baik pada daccah
penghasil, provinst,  dan daerah lamnya termasuk
dacrah terdatnpak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Avat [2) . ..
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Avat 2]
Yang dwnaksud  dengan "ketentuan  peracurat
pecandang-uoddangan® anlara lain pIETAlTAD

perundang-uodangan di bidang  penerimaan negara
bukan pajuk.

Angka 98
Pazal 1374
Axat [1]
Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan
oleh Pemerintab Puszat melalui mediasi dalam hal tidak
tercapainya kesepakatan antara Pemmegang TP atau
ITIPK dengan pemegang hak atas ranah.
Axat [2)
Cukup jelas.
Anglka B4
Fazal 139
Cukup jelas.
Angka 100
Fasal 140

Cukup elas,

Angka 101
Masal 141
Cukup jelas.

Anghka 102
Pazsal 141A
Cukup jelas.

Angka 103
Fasal 142
Lihapus.

Angka liM
Masal 143
Dihanus.

Angka 105
Fasal 1453
Cukup jelas,

Angha 106 ..
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Anpka 100
['azal 151
Cukup jelas.

Angks 107
Pasal 152
Dhhapus.

Angka 108
Fasal 156

Culkoup jelas.

Anghka 109
Pasal 157
Chhapus.

Arghks 114
Pusnl 158

Cukup jelas.

Aneka 111
Puzal 159
Cukup jelas.

Anpka 112
Pasal 160
Al 1]
[mhapus,

Aval {Z]
Cukiup jelas.

Angks 113
Pasal 151
Cukop jelas.

Angka 114
Fazal 1614
Ciutkup jelas,

Fasal LG1E
Cubup jrias.

SH Mo 330450 4
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Angka 113
Pasal [B2
Culkup jclos.

Angka 116
Pasal 164
Coukup jelas

Angka 117
Pasal 165
Dihapus.

Angka 118
Pozal 168
Cukup jelas.

Anghka 11%
Pazal 1694
Aoat (1)
okl jelas.

Al (2]
Culup jclas,

Avat [3)
Sclurulh barang  yong

dipercleh  selama

masad

SK Mo OI6451 A

pelaksanaan PRPZE yang ditelapkan menjadi barang
niilik megara akan  dikenaban sews berups laef
pemanilaatan harang milik pegats yane moerupakan
DaFan dari penimpkatan tacifl peoerimasn negara bakan

pajak atas penjualan Bargbara,

Avat 4y
Cukup jclas.

Ayal [0
Cukup jelas.

Fasal [69B
Cubkup jclas.

Puasal 1690
Cukup jclas.

Angla 120, -,
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Anghka 120
Fagal 170A
Cukup jelas,

Anpla 171
Pasal 1714
Yang chimaksad dlengan “wilavah eks™ adalah wilayabs hasil
penoiulan, penpembalian, terminasl, atau pengakhiran
scpihak.

Anghka 122
Paxyal 1724
Cukup jelas,

I*azal 1728
Cukup jelas.

Pagal 1720
hetentuan Pasal mi tidak mengarangs hak untuk melakkukan
prrcivlan wildayvah sesual denpan  ketontudan  porstoran
perundang-undangan

Pasal 172D
Cukup jelas.

Pazal 172E
Cukup jelas.

Angka 123
FPasal 1734
Cukup |elas.

Pazal 173B
Cukup jelas.

Puasal 1730
cukup jclas.

Anpka 124
Pazal 174
Culkup jelas.

Pasal Il
Culup clas.
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